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Judul Skripsi : Analisis Komparasi Pemikiran Abu Ubaid dengan 
Adam Smith tentang Pajak Tanah dan Relevansinya 
terhadap UU No. 12 Tahun 1985 
Para ahli ekonomi banyak menyatakan bahwa pemikiran Adam Smith 
sangat dipengaruhi oleh salah-satu pemikir ekonomi Islam yaitu Abu Ubaid. 
Asumsi ini tentu masih harus di teliti lebih jauh karena bukti yang mendukung 
bahwa pemikiran Adam Smith dan Abu Ubaid memiliki banyak kesamaan 
masih sangat minim. Kegiatan penelitian ini menjadi penting untuk meluruskan 
kembali sejarah yang bisa saja ditafsirkan keliru di masa yang akan datang. 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library 
research) dengan pendekatan historis atau sejarah. Sumber data penelitian ini 
adalah data primer yaitu kitab Al-Amwal yang ditulis Abu Ubaid yang 
diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul Ensiklopedia 
Keuangan Publik dan diterbitkan oleh Gema Insani. Data perimer lainnya yaitu 
An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth of the Nations yang ditulis 
oleh Adam Smith yang diterbitkan secara elektronik oleh The Pensylvania 
State University. Selain kedua data primer tersebut digunakan pula data primer 
berupa naskah UU No. 12 Tahun 1985. Sedangkan data sekunder yang 
digunakan yaitu segala jenis refrensi yang tidak ditulis langsung oleh Abu 
Ubaid maupun Adam Smith. Penelitian ini menggunakan metode 
pengumpulan data orientasi dan eksplorasi. Sedangkan untuk menganalisis 
data digunakan teknik analisis data induktif dan deduktif. 
Hasil perbandingan atau komparasi antara pemikiran Abu Ubaid dan 
Adam Smith dalam penelitian ini yakni tingkat persamaan dan perbedaan 
pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith terkait pajak tanah berdasarkan empat 
indikator penelitian (objek pajak, subjek pajak, cara penetapan pajak, dan cara 
penagihan pajak) adalah sebanding. Hasil penelitian memperlihatkan dalam 
dua indikator (objek pajak dan cara penetapan pajak) keduanya memiliki 
kesamaan pemikiran. Sedangkan dalam dua indikator lainnya (subjek pajak 
dan cara penagihan pajak) keduanya berbeda pendapat. Jika direlevansikan 
dengan UU No. 12 Tahun 1985 maka pemikiran Abu Ubaid tidak relevan 
dalam hal subjek pajak dan penagihan pajak sedangkan pemikiran Adam Smith 
(objek pajak, subjek pajak, cara penetapan pajak, dan cara penagihan pajak) 
semuanya relevan dengan UU No. 12 Tahun 1985. 
 







A. Latar Belakang 
Sejarah perekonomian Islam dimulai pada abad 141 M (Masehi). Pada masa 
tersebut muncul berbagai tokoh pemikir Ekonomi Islam dari berbagai latar belakang 
pendidikan. Beberapa pemikir Ekonomi Islam yang terkenal setelah abad ke-14 
misalnya Shah Waliullah (1703-1762 M) dan Muhammad Iqbal (1873-1938 M). 
Kemudian pemikiran Ekonomi Islam terus berkembang di masa-masa selanjutnya. 
Meskipun dalam beberapa literatur dikatakan bahwa sejarah pemikiran 
Ekonomi Islam dimulai pada abad ke-14 M. Sebenarnya pemikiran tentang Ekonomi 
Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw2. 
Kemudian pemikiran tentang ekonomi Islam terus berkembang di masa-masa 
selanjutnya yakni masa Khulafurasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Turki 
Usmani. Dalam berbagai kajian, sejarah perkembangan ekonomi Islam di masing-
masing masa ini memiliki karakteristik dan tokoh yang berbeda.  
Sebagai contoh, sumber pendapatan utama negara pada Daulah Abbasiyah yaitu 
pajak dan zakat. Zakat dipungut sesuai ketentuan syariat dari umat muslim. Sedangkan 
untuk pajak, dipungut dari masyarakat non Muslim dalam bentuk Jizyah (Pajak 
Perlindungan), Kharaj (pajak tanah) dan Fay (pajak bea masuk). Menurut Ibnu 
 
1Muhammad Saddam, Ekonomi  Islam, (Jakarta: Taramedia, 2003), h. 1. 
2Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIN Jogjakarta, Ekonomi Islam, 




Khaldun, pajak tanah tahunan yang dipungut dari Sawad (Irak bagian bawah, Babilonia 
kuno) dalam bentuk tunai pada masa Al Ma’mun mencapai 27.800.000 dirham; dari 
Khurasan sebesar 28.000.000; dari Mesir sebesar 23.040.000; dari Syiria-Palestina 
sebesar 14.724.000; dan dari provinsi lainnya sebanyak 331.929.008 dirham, diluar 
pajak-pajak lainnya.3  
Salah-satu pemikir Ekonomi Islam yang paling terkenal pada masa Bani 
Abbasiyah yaitu Abu Ubaid. Ulama bernama asli al-Qosim ibn Salam ibn Miskin ibn 
Zaid al-Azdhi ini menulis sebuah kitab fiqh terkenal bernama kitab Al-Amwal. Kitab 
Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya yang lengkap tentang keuangan 
negara dalam Islam4. Kitab ini berisi tentang sejarah perekonomian dari paruh abad 
kedua hijriah yang secara objektif dan subjektif membahas mengenai keuangan publik 
Islam.  
Pemikiran Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal pada perkembangannya banyak 
digunakan sebagai rujukan dalam ilmu ekonomi modern. Berdasarkan analisis para 
pemikir ekonomi modern, Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nation sangat 
dipengaruhi oleh pemikiran Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal ini, padahal jarak antara 
keduanya cukup jauh5. Sebagai contoh, pemikiran Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal 
tentang pendapatan negara menyatakan bahwa sebuah negara akan maju dan 
berkembang jika pendapatan negara tersebut besar. Pernyataan ini relevan dengan 
pemikiran Adam Smith yang juga memiliki pandangan bahwa semakin tinggi 
 
3Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), 
h. 130. 
4Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010), h. 197. 




pendapatan suatu negara maka semakin makmur rakyatnya. Dengan kata lain mereka 
mengakui bahwa suatu negara akan maju dan berkembang jika pendapatan negara itu 
besar.6 Pernyataan tersebut merupakan indikasi bahwa baik pemikiran Adam Smith 
dalam buku The Wealth of Nation maupun Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal memiliki 
korelasi atau hubungan.  
Korelasi atau hubungan antara pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith memiliki 
dua asumsi penyebab yang perlu diperhatikan. Pertama, hubungan tersebut dapat 
disebabkan karena hubungan pertukaran ilmu pengetahuan antara Arab dan Eropa. 
Pada abad 11 dan 12 sejumlah pemikir barat seperti Constantine the African, Adelard 
of Bath melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Mereka belajar bahasa Arab dan 
melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa7. Hubungan tersebut 
memungkinkan khasanah keilmuan Islam misalnya pemikiran Abu Ubaid dipelajari 
dan dikonsumsi oleh masyarakat  Eropa termasuk Adam Smith. Kedua, asumsi yang 
menyatakan bahwa Adam Smith dengan sengaja menjiblak atau meniru pemikiran Abu 
Ubaid ke dalam buku The Wealth of Nation miliknya. The Wealth of Nation itu sendiri 
asalnya dari kata-kata Al-Amwal yang artinya kesejahteraan. Waktu penulisan buku itu 
adalah tahun 1776 pada saat ini Adam Smith sedang menjadi atase (ahli di kedutaan) 
perdagangan yang melaksanakan tugasnya di Prancis di mana banyak beredar buku-
buku terjemahan karya Ronom Muslim8.  
 
6Junaidi Safitri dan Abdulmuhaimin Fahri, “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al 
Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional”, Millah 17, no. 1 (2017): h. 92. 
7KSEI Mizan FEB UNDIP, Modul Ekonomi Islam, (Semarang: KSEI Mizan FEB UNDIP, 
2011), h. 14. 




Jika dikaitkan dengan regulasi perpajakan tanah di Indonesia maka akan 
ditemukan fakta menarik terkait pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith tentang pajak 
tanah. Fakta ini yaitu adanya relevansi UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) terhadap pemikiran Adam Smith serta kontradiktif terhadap 
pemikiran Abu Ubaid dalam hal objek pajak tanah. Menurut Adam Smith objek pajak 
tanah mesti tanah negara yang kepemilikannya dan pengelolaannya oleh masyarakat 
sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 1985 dinyatakan pula hal yang sama. Di sisi lain, 
meski Abu Ubaid juga menyatakan hal yang sama namun ia mengecualikan objek pajak 
tanah yaitu objek pajak tanah bukan tanah milik kaum miskin atau lemah. Tentu tanpa 
pengecualian seperti ini maka pendapat Adam Smith maupun ketetapan UU No. 12 
tahun 1985 dapat dikatakan kontradiktif terhadap pendapat Abu Ubaid. 
Tentunya asumsi terkait penjiblakan pemikiran Abu Ubaid oleh Adam Smith 
serta masalah relevansinya terhadap UU No. 12 Tahun 1985 masih harus dibuktikan 
melalui diskursus yang lebih mendalam. Kegiatan ini perlu dilakukan karena bukti-
bukti yang mendukung hipotesis hubungan pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith 
ini masih sangat minim. Namun di sisi lain, perlu dipahami pula bahwa diskursus 
tentang pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith bukan untuk membuktikan pemikiran 
yang benar ataupun salah, namun hanya untuk mengingat kembali tokoh-tokoh sejarah 
ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional agar kita tidak mengalami kemunduran 
intelektual. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam kitab Mukaddimah yang 
ditulisnya yaitu “Kemunduran sebuah bangsa, karena mereka tidak mengenal sejarah 
dan tokoh-tokohnya”.  
Berdasarkan berbagai alasan tersebut, guna memberikan analisis wacana 




beserta pemikirannya dan hubungannya dengan regulasi perpajakan Indonesia 
khususnya terkait pajak tanah, maka peneliti tertarik menulis sebuah karya tulis dengan 
judul, “Analisis Komparasi Pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith tentang 
Pajak Tanah dan Relevansinya Terhadap UU No. 12 Tahun 1985”.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, demi memudahkan arah 
dan tujuan penelitian. Maka, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok dalam 
penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana konsep pajak tanah menurut Abu Ubaid? 
2. Bagaimana konsep pajak tanah menurut Adam Smith? 
3. Bagaimanakah relevansi konsep kemaslahatan pajak tanah menurut Abu Ubaid 
dan Adam Smith terhadap UU No. 12 Tahun 1985? 
C. Fokus Penelitian 
Karena keterbatasan ruang dan waktu dalam penelitian maka penelitian ini 
membatasi lingkup penelitian hanya pada ruang pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith 
tentang pajak tanah terutama terkait dengan cara penetapan pajak, cara penagihan 
pajak, objek pajak dan subjek pajak tanah. Pembatasan ini menjadi penting guna 
mengefisienkan waktu yang ada sekaligus menjaga arah penelitian agar tetap pada 
koridor atau tujuan penelitian yang diharapkan.  
D. Pengertian Judul 
Judul penelitian ini adalah, “Analisis Komparasi Pemikiran Abu Ubaid 




12 Tahun 1985”. Dalam menghindari ketidakjelasan atau ambiguitas dalam penelitian 
ini maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul tersebut. Adapun 
istilah-istilah dalam judul penelitian ini yaitu analisis, komparasi, pemikiran, Abu 
Ubaid, Adam Smith, perpajakan, relevansi, dan UU No. 28 Tahun 2007. 
1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan bentuk 
tidak baku dari kata, “analisa” yang memiliki pengertian penyelidikan terhadap 
suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui 
keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya). 
2. Komparasi merupakan istilah lain dari kata, “perbandingan” atau kegiatan 
membandingkan sesuatu untuk mencari persamaan dan perbedaan. 
3. Pemikiran yaitu proses memikirkan atau pokok pikiran dari seorang manusia. 
4. Abu Ubaid merupakan seorang tokoh ulama yang hidup pada masa 
pemerintahan Islam daulah Abbasiyah. 
5. Adam Smith merupakan seorang pemikir ekonomi klasik yang hidup pada akhir 
abad 18 Masehi. 
6. Pajak tanah merupakan segala pungutan atau iuran wajib terhadap warga negara 
yang berhubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan sebidang tanah. 
7. Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hubungan 
atau kaitan terhadap sesuatu. 
8. UU No. 12 Tahun 1985 adalah undang-undang yang memuat aturan tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. 
Berdasarkan berbagai defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa judul 
penelitian ini memiliki pengertian yaitu proses penyelidikan tentang pemikiran Abu 




mencari persamaan dan perbedaannya. Setelah diketahui persamaan dan perbedaan 
pemikiran keduanya kemudian dilakukan penyelidikan lagi terkait keterkaitan atau 
hubungan pemikiran tersebut terhadap UU No 12 Tahun 1985 yang membahas tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian mengenai pebandingan pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith 
khusus pajak tanah masih belum banyak dilakukan oleh akademisi. Salah-satu 
penelitian tentang perbandingan pemikiran keduanya adalah jurnal studi agama yang 
ditulis oleh Junaidi Safitri dan Abdulmuhaimin Fahri, mahasiswa studi Ekonomi Islam 
Universitas Islam Indonesia, yang fokus pembahasannya tentang perdagangan 
Internasional dan sama sekali tidak terkait pajak tanah9. Sedangkan untuk penelitian 
lain hanya meneliti salah-satu tokoh seperti Abu Ubaid biasanya hanya menyinggung 
terkait konsep uang misalnya jurnal yang ditulis oleh Arief Nugroho, mahasiswa 
pascasarjana IAIN Syekh Nurjadi Cirebon, tentang konsep uang dan relevansinya 
dengan masa sekarang10. Selain itu ada juga jurnal Internasional Ilmu Sosial Asia yang 
hanya membahas terkait pemikiran Abu Ubaid tentang pendapatan negara dan masih 
kurang spesifik dalam hal pajak tanah11. Sedangkan untuk jurnal terkait Adam Smith 
misalnya jurnal yang ditulis Hastarini Dwi Atmanti, dosen fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Diponegoro, berjudul Kajian Teori Pemikiran Mazhab Klasik dan 
 
9Junaidi Safitri dan Abdulmuhaimin Fahri, “Analisis Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid Al 
Qasim dan Adam Smith Mengenai Perdagangan Internasional”, Millah 17, no. 1 (2017): h. 85-98. 
10Arief Nugroho, “Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid (154-224 H) Fungsi Uang dan Relevansinya 
saat ini”, MPRA, no. 90588 (2018): h. 1-6. 
11Abdul Ghafar Ismail dan Abu Bakar Jaafar, “Goverment Revenue in the Eyes of Abu Ubaid-




Relevansinya terhadap Perekonomia Indonesia yang salah-satu pembahasanaya masih 
tentang pajak menurut Adam Smit namun masih kurang spesifik ke pajak tanah12. 
Selain beberapa penelitian tersebut terdapat pula beberapa penelitian yang tidak 
membahas kedua tokoh tersebut melainkan membahas tokoh lain namun memiliki 
subtansi yang sama dengan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara 
lain Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang Pendidikan 
yang ditulis Nasrudin Yusuf13. Penelitian yang ditulis Rifqiya Hidayatul Mufidah 
dengan judul Diskursus Pemikiran Fiqih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdullah 
yang juga menggunkan pendekatan perbandingan atau komparasi14. Terdapat pula 
penelitian yang ditulis oleh Abu Azam Al Hadi dengan judul Pemikiran Hukum Imam 
Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i tentang Zakat Madu yang juga pendekatannya 
merupakan analisis perbandingan15. Terakhir penelitian yang ditulis Farhanuddin 
Sholeh dan Muhammad Aminuddin Sofi dengan judul Analisis Komparatif Pemikiran 
Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf Muaqqat16. 
Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa hanya sedikit 
akademisi yang mengkaji perbandingan pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith dan 
 
12Hastarini Dwi Atmanti, “Kajian Teori Pemikiran Mazhab Klasik dan Relevansinya Terhadap 
Perekonomian Indonesia”, JEB 2, no. 2 (2017): h. 511-524. 
13Nasrudin Yusuf, “Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tentang 
Pendidikan”, Sosial Budaya 8, no. 1 (2011): h. 64-85. 
14Rifqiya Hidayatul Mufidah, “Diskursus Pemikiran Fiqh Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono 
Abdillah”, Supremasi Hukum 5, no. 1 (2016): h. 97-114. 
15Abu Azam Al Hadi, “Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi’i tentang 
Zakat Madu”, Al Hikmah 2, no. 1 (2012): h. 125-139. 
16Farhanuddin Sholeh dan Muhammad Aminuddin Sofi, “Analisis Komparatif Pemikiran Imam 
Syafi’i dan Relevansinya dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Muaaqqat”, 




bahkan pembahasan khusus pajak tanah belum ada yang mencoba menelitinya. Karena 
itu penelitian ini dapat menjadi salah-satu penelitian yang dapat digunakan untuk 
melihat pemikiran Abu Ubaid maupun Adam Smith dari sudut pandang yang berbeda 
dari penelitian-penelitian sebelumnya.  
F. Metodologi Penelitian 
Dalam menguji sebuah kebenaran diperlukan teori ataupun metode yang 
berfungsi sebagai petunjuk jalannya pengujian kebenaran17. Demikian pula pada 
penelitian ini diperlukan sebuah petunjuk dalam menguji kebenaran masalah dalam 
penelitian. Petunjuk ini berupa langkah-langkah prosedur penelitian yang dikenal 
dengan metodologi penelitian.  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang termasuk ke dalam jenis 
penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan Historis. Artinya 
penelitian ini cenderung mengungkapkan biografi dan juga pemikiran sang tokoh baik 
tokoh itu masih hidup maupun tokoh itu sudah meninggal, baik melalui wawancara 
langsung maupun tak langsung dan juga dengan mengadakan penelusuran terhadap 
hasil karyanya dari naskah-naskah yang pernah ditulis oleh tokoh itu sendiri maupun 
yang ditulis oleh tokoh lain tentang biografi dan pemikiran tokoh yang akan diteliti18. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder.  
 
17Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 15. 




a. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kitab Al-Amwal yang ditulis Abu 
Ubaid yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo dengan judul 
Ensiklopedia Keuangan Publik dan diterbitkan oleh Gema Insani. Sedangkan 
data perimer lainnya yaitu An Inquiry in to the Nature and Causes of the Wealth 
of the Nations yang ditulis oleh Adam Smith yang diterbitkan secara elektronik 
oleh The Pensylvania State University. Selain kedua data primer tersebut 
digunakan pula data primer berupa naskah UU No. 12 Tahun 1985 tentang 
ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan. 
b. Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 
atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan19. Adapun data sekunder 
dalam penelitian ini yaitu semua jenis refrensi baik berupa buku, jurnal, artikel, 
manuskrip, skripsi, tesis, disertasi, video dan lain-lain yang tidak ditulis 
langsung oleh Abu Ubaid dan Adam Smith namun sesuai dengan objek yang 
sedang diteliti. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap 
yaitu tahap orientasi dan tahap eksplorasi.  
a. Tahap orientasi adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data secara umum 
tentang sang tokoh dan seluruh karya-karyanya dan juga seluruh pemikirannya  
dalam semua bidang20. 
 
19M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi,Ekonomi, dan Kebijakan 
Publik Serta Ilmu-Ilmu Lainnya , (Jakarta: Kencana, 2008), h. 133. 




b. Tahap eksplorasi yaitu tahap dimana seorang peneliti mengumpulkan data-data 
yang lebih terarah sesuai fokus penelitian atau bidang yang diteliti.  
4. Metode Analisis Data 
Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dengan teknik 
analisis data yaitu induktif dan deduktif. Metode deskriptif, yaitu dengan 
menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan data yang 
diperoleh kemudian dianalisa21. 
a. Induktif, yaitu membahas data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik 
kesimpulan yang bersifat general atau umum dari data-data tersebut. 
b. Deduktif, yaitu kebalikan dari metode induktif. Metode ini membahas data-data 
yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dari 
data-data tersebut. 
G. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Sebagai salah-satu sumber refrensi baru dalam melihat keterkaitan pemikiran 
Abu Ubaid dan Adam Smith dalam perfektif perpajakan. 
2. Sebagai sumber refrensi bagi pengembangan pengelolaan pajak yang lebih baik 
di masa yang akan datang. 
 
21Kazwaini, “Epistemologi Perpajakan dalam Pemikiran Al-Mawardi”, An-nida 41, no. 1 




H. Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang pembahasannya menggunakan sistem 
piramida terbalik. Maksudnya adalah penelitian ini ditulis dari pembahasan yang 
sifatnya umum hingga pembahasan yang sifatnya lebih khusus sampat akhirnya tiba 
pada sebuah kesimpulan atau benang merah yang menjadi jawaban atas rumusan 
masalah dalam penelitian ini.  
Bab 1  penelitian ini  membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, fokus penelitian, pengertian judul, tinjauan teoretis, metedologi penelitian, 
tujuan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Sedangkan pada bab 2 
dijelaskan tentang biografi dari tokoh yang sedang diteliti yaitu Abu Ubaid dan Adam 
Smith  serta pemikirannya di bidang ekonomi secara umum. 
Pada bab selanjutnya yaitu bab 3 akan dijelaskan tentang perpajakan yang 
menjadi alat analisis dalam penelitian ini. Sedangkan pada bab 4 akan dibahas terkait 
hasil penelitian yang terdiri atas pemikiran Abu Ubaid tentang pajak tanah, pemikiran 
Adam Smith tentang pajak tanah, dan terakhir korelasi pemikiran Abu Ubaid dan Adam 
Smith tentang pajak tanah terhadap UU No. 12 Tahun 1985. Dan terakhir bab 5 yang 
berisi kesimpulan dalam penelitian ini. Sesudah bab 5 hanya ada daftar pustaka yang 







A. Abu Ubaid  
1. Riwayat Hidup 
Nama lengkap Abu Ubaid yaitu Al-Qosim bin sallam bin Miskin bin Zaid Al-
Harawi Al-Hazadi Al-Baghdadi. Ia dilahirkan di kota Harrah Khurasan di barat laut 
Afganistan pada 150 H dari ayah keturunan Bizantium, maula dari suku Azad22. Abu 
Ubaid pertama kali menimba ilmu di kota asalnya Harrah, kemudian pergi ke Kufah, 
Basrah, dan Baghdad ketika usianya menginjak 20 tahun. Beberapa cabang ilmu yang 
ditekuni abu ubaid selama menimba ilmu di ketiga kota besar tersebut yaitu tata bahasa 
arab, qira’ah, tafsir, hadis, dan fikih. Pada masa pemerintahan Kholifah Harun Al-
Rasyid, sekitar tahun 192 H, Abu Ubaid diangkat sebagai qodi di Tarsus oleh Tsabit 
Ibn Nasr Ibn Malik yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Thugur. Abu Ubaid 
menjadi qodi hingga 210 H. Qodi sendiri merupakan sebutan bagi hakim pada saat itu. 
Abu Ubaid merupakan ahli hadits (muhaddits) dan ahli fiqih (fuqoha) 
terkemuka di masa hidupnya23. Beliau juga merupakan seorang ahli Hadits dan ahli 
Fuqoha yang terkemuka dimasa hidupnya. Beliau wafat dimakkah pada tahun 224 H. 
Hasil karyanya ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu nahwu, qira’ah, fiqih, syair. 
 
22Arief Nugroho, “Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid (154-224 H) : Fungsi Uang dan 
Relevansinya Saat Ini”, MPRA, no. 90588 (2018): h. 3. 
23Afif Shidqi, “Sejarah Perkembangan Ekonomi Syariah”, Skripsi (Depok: Fak. Ilmu 




Yang tersebar dan terkenal adalah kitab al-amwal yang merupakan suatu karya yang 
lengkap tentang permasalahan keuangan negara dalam islam. Buku ini sangat kaya 
dengan sejarah perekonomian dari paruh pertama abad kedua hijriyah.  
Maka dapat disimpulkan kitab Al-Amwal secara khusus menfokuskan 
perhatiannya pada masalah keuangan publik (public finance) serta membahas 
permasalahan administrasi permintaan. Berdasarkan hal tersebut, Abu Ubaid berhasil 
menjadi salah seorang cendekiawan muslim terkemuka pada awal abad 3 H. Yang 
menetepkan revitalisasi perekonomian berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits. 
2.  Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid 
Jika isi kitab Al-Amwal dievaluasi dari sisi filosofi hukum, akan tampak bahwa 
Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama yang akan membawa kepada 
kesejahteraan konomi dan keselarasan sosial. Disisi lain Abu Ubaid juga menekankan 
bahwa perbendaharaan negara tidak boleh disalah gunakan atau dimanfaatkan oleh 
penguasa untuk kepentingan pribadi. 
Kaum muslim juga dilarang untuk menarik pajak terhadap tanah penduduk non-
muslim melebihi dari pada apa yang diperbolehkan dalam perjanjian perdamaian. 
Dengan kata lain Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya diskriminasi 
atau penindasan dalam perpajakan. Namun demikian, baginya keberagaman tersebut 





a. Filosofi Hukum dari Sisi Ekonomi24 
Jika isi buku Abu Ubaid dievaluasi dari sisi filsafat hukum maka akan tampak 
bahwa Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Baginya, 
pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi 
dan keselarasan sosial. Pada dasarnya ia memiliki pendekatan yang berimbang kepada 
hak-hak individual, publik, dan negara; jika kepentingan individual berbenturan 
dengan kepentingan publik maka ia akan berpihak pada kepentingan publik. 
Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah dan 
tidak ada masalah legitimasi, sehingga pemikirannya seringkali menekankan pada 
kebijakan khalifah untuk membuat keputusan dengan kehati-hatian. Khalifah diberikan 
kebebasan memilih di antara alternatif pandangannya asalkan dalam tindakannya itu 
berdasarkan pada ajaran Islam dan diarahkan pada kemanfaatan kaum Muslim, yang 
tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat 
bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan kepeda negara ataupun penerimanya 
sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak 
maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan. 
Lebih jauh, pengakuannya terhadap otoritas imam dalam memutuskan untuk 
kepentingan publik seperti membagai tanah taklukan pada para penakluk ataupun 
membiarkan kepemilikannya pada penduduk setempat atau lokal, adalah termasuk 
dalam hal tersebut. Mirip dengan itu setelah mengungkap alokasi dari khums, ia 
menyebutkan bahwa imam yang adil dapat memperluas batasan-batasan yang telah 
ditentukan apabila mendesaknya kepentingan publik. Akan tetapi di lain pihak, Abu 
 
24Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka 




Ubaid dalam pembahasannya secara tegas menekankan bahwa perbendaharaan negara 
tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan 
pribadinya. Perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau 
kemanfaatan publik.  
Saat membahas tentang tarif atau persentase untuk pajak tanah dan poll-tax, ia 
menyinggung tentang pentingnya keseimbangan antara kekuatan financial dari subjek 
non-Muslim, dalam financial modern disebut sebagai “capacity to pay” (kemampuan 
untuk membayar) dan juga memperhatikan kepentingan para penerima Muslim. 
Pasukan Muslim atau karavan Muslim yang lewat di atas tanah subjek non-Muslim 
dilarang untuk ditarik uang atau biaya yang melebihi apa yang diperbolehkan oleh 
perjanjian perdamaian. 
Ia membela bahwa tarif pajak kontraktual tidak dapat dinaikkan tapi dapat 
diturunkan jika terjadi ketidakmampuan membayar serius. Lebih jauh Abu Ubaid 
mengatakan jika permohonan pembebasan hutang disaksikan oleh saksi Muslim, maka 
komoditas dibebaskan dari cukai (duty free). Ia juga menjelaskan beberapa bab untuk 
menekankan, di satu sisi bahwa pengumpul kharaj, jizyah, ushur, atau zakat tidak boleh 
menyiksa subjeknya dan sisi lain bahwa para subjek harus memenuhi kewajiban 
financial-nya secara teratur dan pantas (wajar). 
Dengan perkataan lain, Abu Ubaid berupaya untuk menghentikan terjadinya 
diskriminasi atau penindasan dalam perpajakan serta terjadinya penghindaran pajak 
(tax evasion). Pada beberapa kasus ia tidak merujuk pada kharaj yang dipeloporo oleh 
Khalifah Umar ataupun ia melihat adanya permasalahan dalam meningkatkan ataupun 
menurunkannya berdasarkan situasi dan kondisi membuat kita berfikir bahwa Abu 




azminah” (keberagaman aturan atau hukum karena perbedaan waktu atau periode tidak 
dapat dielakkan). Namun, betapa pun keberagaman tersebut terjadi hanya sah apabila 
aturan atau hukum tersebut diputuskan melalui suatu ijtihad yang didasarkan pada 
nash. 
b. Dikotomi Badui (masyarakat tradisional/desa) ke Urban (masyarakat kota) 
Abu Ubaid menegaskan bahwa berbeda dengan kaum badui, kaum urban atau 
perkotaan:  
1. Ikut terhadap keberlangsungan negara dengan berbagai kewajiban administrasi 
dari semua Muslim. 
2. Memelihara dan memperkuat pertahanan sipil melalui mobilisasi jiwa dan harta 
mereka 
3. Menggalakkan pendidikan dan pengajaran melalui pembelajaran dan 
pengajaran al-Quran dan al-Sunnah dengan diseminasi (penyebaran) 
keunggulan kualitas isinya 
4. Melakukan kontribusi terhadap keselarasan sosial melalui pembelajaran dan 
penerimaan hudud (prescribed finalties). 
5. Memberikan contoh universalisme Islam dengan shalat berjamaah pada waktu 
Ju’mat dan ‘Id.25 
Singkatnya, di samping keadilan Abu Ubaid mengembangkan suatu negara 
Islam yang berdasarkan administrasi pertahanan, pendidikan, hukum, dan cinta. 
Karakteristik tersebut hanya diberikan oleh Allah kepada kaum Urban, kaum Badui 
biasanya tidak menyumbang pada kewajiban publik sebagaimana kewajiban kaum 
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Urban, tidak menerima pendapatan fai seperti kaum Urban, mereka tidak berhak 
mendapat tunjangan dari negara, mereka memiliki hak klaim sementara terhadap 
penerimaan fai hanya pada saat terjadi tiga kondisi krisis seperti saat invasi atau 
penyerangan musuh, kekeringan yang dahsyat, dan kerusuhan sipil. 
Abu Ubaid memperluas aturan ini pada masyarakat pegunungan dan pedesaan, 
sementara ia memberikan kepada anak-anak perkotaan hak yang sama dengan orang 
dewasa terhadap tunjangan walaupun kecil yang berasal dari pendapatan fai, yang 
mungkin karena menganggap mereka (anak-anak) sebagai penyumbang potensial 
terhadap kewajiban publik yang terkait. Lebih lanjut Abu Ubaid mengakui adanya hak 
dari para budak perkotaan terhadap arzak (jatah) yang bukan tunjangan. 
Dari semua ini Abu Ubaid membedakan antara kehidupan para badui dengan 
kultur menetap perkotaan dan mengembangkan komunitas Muslim atas dasar 
penghargaan martabat perkotaan. Solidaritas serta kerjasama merupakan kohesi sosial 
berorientasi urban dan komitmen vertikal dan horizontal sebagai unsur esensial dari 
stabilitas sosio politik dan makro ekonomi. Namun, mekanisme yang disebut di atas 
meminjam banyak dari universalisme Islam membuat kultur perkotaan unggul dan 
dominan dibanding kehidupan nomaden. Tetapi cukup mengejutkan bahwa Abu Ubaid 
tidak dapat mengambil langkah selanjutnya dan berspekulasi pada isu-isu pembagian 
kerja (division of labour), surplus produksi, pertukaran, dan lainnya dalam hubungan 
dengan organisasi perkotaan untuk kerjasama. Sebenarnya, dalam hal ini analisa Abu 
Ubaid lebih jelas dari sosio-politis dibanding ekonomi. Dari apa yang dibahas sejauh 
ini dapat terbukti bahwa Abu Ubaid selalu memlihara keseimbangan antara hak-hak 




c. Kepemilikan dalam Pandangan Kebijakan Perbaikan Pertaniaan26 
Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik karena 
pendekatan terhadap kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan dibahas secara luas 
oleh banyak ulama. Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan 
kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid secara implisit. Menurutnya, 
kebijakan pemerintahan seperti itu terhadap tanah gurun dan deklarasi resmi terhadap 
kepemilikan individudari tanah tandus atau tanah yang sedang diusahakan 
kesuburannya atau diperbaiki sedagai insentif untuk meningkatkan produk pertanian, 
maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami dibebaskan dari 
kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan sebagai insentif untuk meningkatkan 
produksi pertanian, maka tanah yang diberikan dengan persyaratan untuk ditanami 
dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Jika dibiarkan mengaggur selama tiga 
tahun berturut-turut akan didenda dan kemudian akan dialihkan kepemilikannya oleh 
imam. Bahkan tanah gurun yang termasuk dalam hima, pribadi dengan maksud untuk 
di-reklamasi jika tidak ditanami dalam periode yang sama dapat ditempati oleh orang 
lain dengan proses yang sama. Pemulihan yang sebenarnya adalah pada saat tanah 
tersebut ditanami setelah diairi, manakala tandus, kering atau rawa-rawa. 
Adalah tidak cukup dalam kepemilikan sepetak tanah mati dan yang terkandung 
di dalamnya hanya dengan menggali sebuah sumur lalu meninggalkannya begitu saja; 
setelah itu jika diberdayakan atau ditanami tiga tahun berturut-turut hanya harim dari 
sumber air tersebut yang dapat dimiliki., sedangkan yang lainnya menjadi terbuka 
untuk di-reklamasi dan selanjutnya ditempati orang. 
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Jadi, menurut Abu Ubaid sumber dari publik seperti air, padang rumput 
pengembalaan, dan tambang minyak tidak boleh pernah dimonopoli seperti pada hima 
(tanah pribadi). Semua ini hanya dapat dimasukkan ke dalam kepemilikan negara yang 
digunakan untuk pelayanan masyarakat. 
d. Pertimbangan Kepentingan 
Setelah merujuk pada banyak pendapat tentang seberapa besar seseorang 
berhak menerima zakat. Abu Ubaid sangat tidak setuju dengan mereka yang 
berpendapat bahwa pembagian yang sama antara delapan kelompok dari penerima 
zakat dan cenderung untuk meletakkan suatu batas tertinggi (ceiling) terhadap 
penerimaan perorangan. Bagi Abu Ubaid yang paling penting adalah memenuhi 
kebutuhan dasar seberapa pun besarnya serta bagaimana menyelamatkan orang-orang 
dari kelaparan dan kekurangan, tetapi pada waktu yang sama Abu Ubaid tidak 
memberikan hak penerimaan kepada orang yang memiliki 40 dirham (harta lain yang 
setara) di samping pakaian, rumah dan pelayan (yang ia anggap sebagai suatu standar 
hidup-hidup minimum). Abu Ubaid menganggap bahwa seseorang yang memiliki 200 
dirham (jumlah minimum wajib zakat) sebagai orang kaya sehingga ada kewajiban 
zakat terhadap orang tersebut. 
Karena pendekatan ini mengindikasikan adanya tingkatan sosio-ekonomi 
pengelompokan yang terkait dengan status zakat yaitu kalangan kaya yang terkena 
wajib zakat, kalangan yang menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak 
berhak menerima zakat, kalangan penerima zakat (mustahik). Berkaitan dengan itu ia 
mengemukakan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat. Secara umum Abu 




masing” (likulli wahidin hasba hajatihi) dan ia secara mendasar lebih condong pada 
prinsip “bagi setiap orang adalah menurut haknya”, pada saat ia membahas jumlah 
zakat (pajak) yang dibagi kepada pengumpulnya (pengelola) atas kebijakan imam. 
e. Fungsi Uang 
Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai 
intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran (standard of exchange value) dan sebagai 
media pertukaran (medium of exchange).27 Tampak jelas bahwa pendekatan ini 
menunjukkan dukungan Abu Ubaid terhadap teori ekonomi mengenai uang logam, ia 
merujuk pada kegunaan umum dan relatif konstannya nilai emas dan perak dibanding 
dengan kebutuhan yang lain. Jika kedua benda tersebut digunakan sebagai komoditas 
maka nilainya akan dapat berubah-ubah pula karena dalam hal tersebut keduanya akan 
memainkan peran yang berbeda sebagai barang yang harus dinilai atau sebagai standar 
penilaian dari barang lainnya. Walaupun Abu Ubaid tidak menyebutkan fungsi 
penyimpanan nilai (store of value) dari emas dan perak, ia secara implisit mengakui 
adanya fungsi tersebut ketika membahas tentang jumlah tabungan minimum tahun 
yang wajib terkena zakat dan jumlah zakatnya. 
B. Adam Smith 
1. Riwayat Hidup 
Adam Smith merupakan pemikir ekonomi klasik yang hidup antara tahun 1723-
1790 M. Dia lahir di Kirkcaldy, di pantai timur Skotlandia dekat Edinburgh pada 
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tanggal 5 Juni 172328. Ayah Adam Smith bekerja sebagai pengawas dan pengacara 
keuangan bea nasabah. Pada usia 14 tahun, Adam Smith kemudian menuntut ilmu di 
Universitas Glasglow dan mempelajari filsafat moral, matematika, dan ekonomi politik 
disana. Dalam proses perkembangannya Adam Smith berhasil menulis berbagai karya 
yang sampai saat ini digunakan sebagai rujukan dalam ekonomi modern. Dua karya 
terbaik Adam Smith yaitu The Theory of Moral Sentiments dan An Inquiry in to the 
Nature and Causes of the Wealth of the Nations yang diterbitkan tahun 1776. Adam 
Smith meninggal di Edinburgh tanggal 17 Juli 1790. 
Ada beberapa pemikir ekonomi sebelum Adam Smith yang sangat besar 
pengaruhnya bagi Adam Smith. Dua diantara orang-orang tersebut adalah gurunya di 
Universitas Glasglow, yaitu Francis Hutcheson (1694-1746) dan teman semasa 
kuliahnya yaitu David Hume (1711-1776). Setelah mendapat beasiswa dari Universitas 
Glasgow, Adam Smith melanjutkan kuliahnya ke Oxford sampai tahun 1746 dan 
kemudian menjadi pengajar di Universitas Edinburg antara tahun 1748-1751. Bidang 
yang paling digemari Adam Smith pada saat itu adalah falsafah moral. Dari sinilah 
Adam Smith kemudian menulis The Theory of Moral Sentiments pada tahun 1759 yang 
menjadi cikal-bakal dari bukunya yang paling terkenal yaitu An Inquiry in to the Nature 
and Causes of the Wealth of the Nations atau akrab dikenal dengan nama The Wealth 
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2. Pemikiran Ekonomi Adam Smith 
a. Hakikat Manusia Serakah 
Kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah 
dikenal oleh pemikir-pemikir masa Yunani Kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang 
sama dilontarkan oleh Bernard de Mandeville (1670-1733) dalam bukunya yang telah 
menjadi klasik: The Fable of the Bees tahun 1714. Smith, seperti halnya Mandeville , 
juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin 
mementingkan diri sendiri.29 Walaupun asumsi mereka tentang hakikat manusia sama, 
konklusi mereka berbeda seperti langit dan bumi. Mandenville menganggap sikap 
rakus manusia selalu lebih mementingkan diri sendiri ini akan memberikan dampak 
sosial-ekonomi negatif bagi masyarakat. untuk menghindari dampak negatif ini, 
Mandeville menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. 
Sebaliknya, Smith tidak anti terhadap sifat egoistis manusia, malahan menganggap 
sifat ini akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. 
Smith berpendapat bahwa sikap egoistis manusia ini tidak akan mendatangkan 
kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Menurut 
penjelasannya lebih lanjut, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang 
(artinya serakah), tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. 
Secara sederhana, dalam The Wealth of Nations Smith menjelaskan: 
If a pin manufacturer tried to charge more tahn his competitors, they would take 
away his trade; if a workman asked for more than the going wage, he would not 
be able to find work; if a landlord sought to exact a rent steeper than another 
with land of the same quality, he would get no tenants30 
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Jika pabrikan pin mencoba membebankan biaya lebih banyak kepada 
pesaingnya, mereka akan mengambil perdagangannya; jika seorang pekerja 
meminta lebih dari upah yang berlaku, ia tidak akan dapat menemukan pekerjaan; 
jika seorang tuan tanah berusaha membuat sewa lebih curam daripada yang lain 
dengan tanah dengan kualitas yang sama, ia tidak akan mendapatkan penyewa. 
Jadi, jika seorang penjual peniti mencoba menetapkan harga tinggi dari harga 
yang telah ditetapkan oleh pesaing-pesaingnya, demikian kata Smith, bisnisnya pasti 
akan hancur. Mengapa? Hal itu disebabkan orang tidak mau lagi membeli peniti 
padanya dan berpindah pada pesaingnya. Begitu juga buruh yang menetapkan upah 
lebih tinggi dari upah pasar akan sulit memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, tuan tanah 
yang menetapkan sewa lebih tinggi untuk kesuburan tanah yang sama, tidak akan 
menemukan penggarap. Adam Smith menulis “It is not from the benevolence of the 
butcher that we expect our dinner, but from his regard to his own interset”31 yang jika 
diterjemahkan berarti “Bukan dari kebaikan hati sang tukang daging kita 
mengharapkan makan malam kita, melainkan dari kepentingan si tukang daging 
sendiri”. Walaupun motif kepentingan diri sendiri kurang begitu mulia, bukan berarti 
kita harus menolak berbisnis dengan orang lain. Hal ini hanya akan menghancurkan 
diri sendiri.  
b. Teori Pasar Bebas 
Smith sangat mendukung motto laissez faire-laissez passer yang menghendaki 
campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian. Paham ini 
berawal dari pendapat Francis Quesnay (dari aliran fisiokrat). Mempertegas apa yang 
pernah disampaikan oleh kaum fisiokrat tersebut, Smith menghendaki agar pemerintah 
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sedapat mungkin tidak terlalu banyak campur tangan mengatur perekonomian. Biarkan 
sajalah perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah. Nanti 
akan ada suata tangan tak kentara (invisible hand) yang akan membawa perekonomian 
tersebut ke arah keseimbangan. Jika banyak campur tangan pemerintah, menurut 
Smith, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada 
ketidakefisienan (ineffeciency) dan ketidakseimbangan.32 
Sekarang, bagaimana pasar bebas yang didasarkan pada keinginan-keinginan 
pribadi tersebut bisa membawa perekonomian pada suatu keseimbangan yang efisien? 
Dalam menjawab pertanyaan tentang bekerjanya mekanisme pasar yang sangat 
sederhana, tetapi sangat ampuh tersebut, Smith mengekspresikan dalam suatu paragraf 
yang mungkin paling sering dikutip orang lain dari seorang ahli ekonomi sebagai 
berikut: 
As every individual therefore, endeavors as much as he can to employ his capital 
in the support of domestic industry, and so to direct that industry thats its produce 
may be of the greatest value; every individual necessarily labours to render the 
annual revenue of the society as great he can. He generally, indeed, neither 
intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. 
By prefering the support of domestic to that of foreign industry, he intends only 
his own security; and by directing that industry in such a manner as its produce 
may be of the gratest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in 
many other cases, led by an invisible hand to promote and end which was no part 
of his intention. Nor is it always the worse for the society that is was no part of 
it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of society more 
effectively than when he really intends to promote it33 
Terjemahannya: 
Karena itu setiap individu, berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan 
modalnya untuk mendukung industri dalam negeri, dan dengan demikian 
mengarahkan bahwa industri yang produksinya mungkin memiliki nilai terbesar; 
setiap individu harus bekerja keras untuk memberikan pendapatan tahunan 
masyarakat semampu dia. Dia umumnya, memang, tidak bermaksud untuk 
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mempromosikan kepentingan publik, juga tidak tahu berapa banyak dia 
mempromosikannya. Dengan memilih dukungan domestik daripada industri 
asing, ia hanya menginginkan keamanannya sendiri; dan dengan mengarahkan 
industri sedemikian rupa sehingga produksinya mungkin bernilai paling tinggi, 
ia hanya menginginkan keuntungannya sendiri, dan ia dalam hal ini, seperti 
dalam banyak kasus lainnya, dipimpin oleh tangan yang tak terlihat untuk 
mempromosikan dan mengakhiri yang tidak ada. bagian dari niatnya. Juga tidak 
selalu lebih buruk bagi masyarakat yang bukan bagian darinya. Dengan mengejar 
minatnya sendiri, dia sering mempromosikan kepentingan masyarakat lebih 
efektif daripada ketika dia benar-benar bermaksud mempromosikannya. 
Secara singkat, apa yang dikatakan oleh Smith di atas ialah: walaupun tiap 
orang mengerjakan sesuatu didasarkan kepada kepentingan pribadi, tetapi hasilnya bisa 
selaras dengan tujuan masyarakat. Dampak aktivitas setiap individu dalam mengejar 
kepentingan masing-masing terhadap kemajuan masyarakat, justru lebih baik 
dibanding dengan tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Dalam kalimat yang 
lain pada yang sama, Smith menulis: 
The natural effort of every individual to better his own condition, when suffered 
to exert itself with freedom and security, is so powerful a principle that it is alone, 
and without any asistance, not only capable of carryng on the society to wealth 
and prosperity, but of surmounting a hundred impertinen obstructions with which 
the folly of human laws too often encumbers it operations34 
Terjemahannya:  
Upaya alami setiap individu untuk memperbaiki kondisinya sendiri, ketika 
menderita untuk memaksakan diri dengan kebebasan dan keamanan, adalah 
prinsip yang begitu kuat sehingga itu sendirian, dan tanpa bantuan apa pun, tidak 
hanya mampu membawa masyarakat pada kekayaan dan kemakmuran, tetapi 
karena mengatasi seratus penghalang yang tidak dikehendaki, kebodohan hukum 
manusia terlalu sering membebani operasinya. 
Smith paling tidak percaya dengan “maksud baik”, baik dari orang perorangan, 
bahkan dari pemerintah. Sehubungan dengan ini Smith pernah memperingatkan: 
You think you are helping the economic system by your well meaning laws and 
interferences. You are not! Let it be. The oil of self-interest will keep the gears 
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working in almost miraculous fashion. No one need plan. No sovereign need rule. 
The market will answer all things35 
Terjemahannya: 
Anda pikir Anda membantu sistem ekonomi dengan undang-undang dan campur 
tangan Anda yang bermaksud baik. Kamu bukan! Biarlah. Minyak kepentingan 
pribadi akan membuat roda gigi bekerja dengan cara yang hampir ajaib. Tidak 
ada yang butuh rencana. Tidak ada aturan kebutuhan berdaulat. Pasar akan 
menjawab semua hal. 
Smith justru mencurigai bahwa jalan ke neraka penuh dihiasi dengan maksud-
maksud baik (the road to hell is paved with good intensions). Apa yang diperingatkan 
Smith, saat ini dapat disaksikan di Indonesia. Misalnya, “niat baik” melakukan tata 
niaga cengkeh dan jeruk, terbukti bukan menguntungkan petani, tetapi justru 
merugikan mereka. 
Pandangan-pandangan Smith kemudian telah menandai suatu perubahan yang 
sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Di masa sebelumnya, yaitu masa 
merkantilis, negara ditempatkan di atas individu-individu. Sebaliknya, menurut ajaran 
klasik dan fisiokrat ini kepentingan individulah yang mesti diutamakan. Bahkan, tugas 
negaralah untuk menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak 
melakukan yang terbaik bagi diri mereka masing-masing. Bagi penyokong pasar bebas, 
tidak ada jasa yang bisa diperbuat oleh seorang umat manusia, kecuali yang dapat 
membuat dirinya lebih maju.  
c. Teori Nilai 
Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai Pertama, nilai guna (value is use); 
kedua, nilai tukar (value of exchange).36 Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan 
 
35Adam Smith, “An Inquiriy in to the Nature and Causes of the Wealth of Nations,” dalam 
Deliarnov, eds. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, h. 34. 




oleh jumlah tenaga kerja (labor) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. 
Bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan 
suatu barang? Smith, menyatakan untuk mengukur tenaga labor yang dicurahkan untuk 
menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja 
saja. Hal itu karena keterampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia menggunkana 
“harga” labor sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan 
barang tersebut. Tingkat upah sekaligus menentukan perbedaan tingkat keterampilan 
labor. Kalau A menerima upah Rp10.000,00 dan B menerima upah Rp5.000,00 per 
hari, ini mencerminkan bahwa keterampilan atau skill si A dua kali lebih tinggi dari 
keterampilan si B. 
Perbedaan tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang, 
digunakan Smith untuk mematok harga. Misalnya, jika dalam waktu dua jam seseorang 
rata-rata bisa menangkap seekor berang-berang, dan dalam waktu yang sama bisa 
menangkap dua ekor rusa, harga berang-berang harus dua kali lipat harga rusa. Harga 
seperti ini disebut Smith sebagai harga alami (natural price). Pada zaman modern ini 
disebut harga keseimbangan jangka panjang. 
Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang 
mempunyai nilai guna yang tinggi kadang-kadang tidak mempunyai nilai tukar (tidak 
bisa ditukarkan dengan barang lain). Sebaliknya, ada barang yang mempunyai nilai 
tukar yang sangat tinggi, tetapi tidak begitu berfaedah dalam kehidupan. Contohnya, 
air dan intan. Menurut Smith, tidak ada jenis barang yang lebih berguna daripada air. 
Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari air yang sangat berguna tadi tidak bisa 




kehidupan. Namun, dari sedikit intan dapat ditukarkan dengan sejumlah besar barang-
barang lain yang jauh lebih besar faedah (utility) nya. 
Berdasarkan contoh di atas, nyata bahwa bagi Smith nilai tukar dapat diartikan 
dengan kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain. Hal itu berarti bahwa 
nilai tukar suatu barang sama dengan harga barang itu sendiri. Jika diperhatikan, 
konsep nilai Smith bersifat mendua (ambiguous). Ia tampaknya belum atau tidak 
paham tentang harga-harga relatif. Ia juga tidak bisa membedakan antara utilitas total 
(total utility) dengan utilitas marginal (marginal utility) dan utilitas rata-rata (average 
utility). Dalam penjelasanya Smith hanya terfokus pada utilitas total saja. Ini 
membuatnya sulit dalam memahami peran permintaan dalam menentukan harga pasar. 
Kelemahan Smith ini, yaitu tentang paradoks air-intan ini, bisa dipecahkan oleh salah 
seorang muridnya, yaitu Alfred Marshall.  
d. Teori Pembagian Kerja 
Dalam tulisan-tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada 
produktivitas tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya yang cuukup mendalam, Smith 
mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui 
pembagian kerja (division of labor). Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi; 
orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya masing-masing. 
Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan setiap barang 
yang dibutuhkan sendiri-sendiri. Akan tetapi, hanya menghasilkan satu jenis barang 





Untuk lebih menjelaskan pendapat di atas, Smith memberikan contoh dampak 
pembagian tugas dalam pembuatan peniti. Jika tiap orang melakukan semua jenis 
pekerjaan sendiri-sendiri (termasuk di dalamnya meluruskan kawat, memotongnya, 
meruncingkan, dan memasang kepala peniti, dan sebagainya), hasil yang diperoleh 
kecil. Akan tetapi, jika dilakukan pembagian tugas (division of labor), yang satu khusus 
meluruskan kawat, yang lain memotong, meruncingkan ujung peniti, dan 
memasangkan kepala peniti, hasil produksi secara total akan menjadi lebih banyak. 
Mengapa bisa demikian? Menurut Smith, pembagian tugas tadi telah menyebabkan 
setiap orang ahli di bidangnya (terspesialisasi). Dengan demikian produktivitas 
meningkat, sehingga hasil produksi secara total juga akan meningkat. 
e. Teori Akumulasi Kapital 
Setiap orang berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peningkatan 
kesejahteraan dapat diperoleh dengan meningkatkan laba.  Bagaimana cara yang 
terbaik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya?  Smith menjelaskan cara 
terbaik untuk itu ialah dengan melakukan investasi, yaitu dengan membeli mesin-mesin 
dan peralatan. Dengan mesin-mesin dan peralatan yang lebih canggih, maka 
produktivitas labor akan semakin meningkat. Peningkatan produktivitas labor ini 
berarti peningkatan produksi perusahaan. Jika semua perusahaan melakukan hal yang 
sama, output nasional, juga berarti kesejahteraan masyarakat, akan meningkat pula.37  
Smith menganggap pentingnya arti akumulasi kapital bagi pembangunan 
ekonomi. Maka,  sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Smith sering 
disebut sistem liberal (karena memberikan keleluasaan yang besar bagi tiap individu 
 









untuk bertindak dalam perekonomian), juga sering disebut sistem ekonomi kapitalisme 
(karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi).  
C. Kerangka Konsep 
Secara sederhana, hubungan antara objek yang diteliti dalam penelitian ini 
dapat digambarkan dalam sebuah kerangka konsep yang memuat objek-objek 
penelitian serta hubungan masing-masing objek tersebut. Objek-objek yang diteliti 
dalam penelitian ini yaitu Abu Ubaid, Adam Smith, dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1985. Adapun hubungan antara setiap objek dalam penelitian ini dapat dilihat 


















Berdasarkan gambar 2.1 dapat dipahami bahwa hubungan antar objek 
penelitian dalam penelitian ini berbeda-beda antara objek yang satu dengan objek yang 
lainnya. Hubungan antara Adam Smith dengan Abu Ubaid atau sebaliknya yaitu 
hubungan perbandingan atau komparasi pemikiran keduanya terkait pajak tanah. 
Sedangkan hubungan antara Adam Smith dan atau Abu Ubaid dengan UU No.12 
Tahun 1985 yaitu analisis relevansi atau keterkaitan pemikiran Adam Smith dengan 
UU No. 12 Tahun 1985. Pada akhirnya pemikiran Adam Smith dan Abu Ubaid tentang 
pajak tanah setelah dikomparasikan dan direlevansikan dengan UU No.12 Tahun 1985 
akan menghasilkan kembali konsep pajak tanah baru yang dapat digunakan untuk 






UU NO. 12 TAHUN 1985 
A. Ketentuan Umum 
Ketentuan umum dalam UU No. 12 Tahun 1985 terdiri atas pasa 1 yang berisi 
defenisi-defenisi istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Adapun 
istilah-istilah yang dimaksud tersebut beserta pengertainnya antara lain sebagai berikut: 
1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. 
Permukaan bumi yang dimaksud meliputi tanah dan perairan pedalaman serta 
laut wilayah Indonesia. 
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan/atau perairan. 
3. Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi juai beli, 
Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek 
lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak 
pengganti. 
4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak 
untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang. 
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang 
kepada wajib pajak.38 
 




B. Objek Pajak 
Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak dan 
dibebankan pada subjek pajak. Dalam UU No.12 Tahun 1985 pasal 2 sampai dengan 3 
dijelaskan terkait objek pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak sesuai pasal 2 adalah 
bumi dan/atau bangunan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan 
lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan 
emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks 
bangunan tersebut, Jalan TOL, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan 
kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa 
minyak serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.39  
Sedangkan dalam pasal 3 dijelaskan terkait objek pajak yang dibebaskan 
pajaknya karena merupakan sarana publik baik yang dikelola negara maupun 
masyarakat seperti hutang lindung, bangunan ibadah, sarana kesehatan, sarana 
pendidikan, konsulat, dan lembaga Internasional yang telah ditentukan menteri 
keuangan. Adapun batas bangunan kena pajak yaitu bangunan dengan harga jual diatas 
Rp.2.000.000,00/satuan bangunan atau sesuai ketentuan yang diatur atau dikhususkan 
oleh menteri keuangan. Sebagai contoh semisal terdapat bangunan seharga 
Rp.10.000.000,00, maka yang terkena pajak yaitu Rp.8.000.000,00 karena dikurangi 
dari batas kena pajak.40 
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C. Subjek Pajak 
Subjek pajak dalam UU No.12 Tahun 1985 diatur dalam pasal 4. Berdasarkan 
pasal 4 tersebut yang dimaksud subjek pajak yaitu orang atau badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau 
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan41. Subjek pajak 
sebagaimana dimaksud yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib 
pajak. Dalam hal atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak dari objek pajak tersebut.  
Subjek pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak dapat memberikan 
keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak 
terhadap objek pajak dimaksud. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak 
tersebut disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib 
pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 
Namun, apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal 
Pajak dapat mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-
alasannya. Sedangkan, apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal 
diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka 
keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.  
D. Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak 
Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah 0,5 % (sepersepuluh persen) 
yang didasarkan pengenaanya pada nilai jual objek pajak tersebut42. Besar nilai objek 
pajak biasanya ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh menteri keuangan kecuali pada 
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daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun dikarenakan pertimbangan pertumbuhan 
daerah tersebut. Sedangkan dasar untuk perhitungan pajak adalah nilai jual kena pajak 
yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 
100% (seratus persen) dari nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak ini ditentukan 
oleh peraturan pemerintah dengan pertimbangan perekonomian nasional. Besarnya 
pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual 
Kena Pajak.  
Contoh:  
Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 m2 dengan 
harga jual Rp 300.000/m2, bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000/m2, 
taman mewah seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp 50.000/m2, dan pagar mewah 
sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000/m2. 
Persentase nilai jual kena pajak misalnya 20%. Besarnya pajak yang terhutang 
adalah sebagai berikut:   
1. Nilai jual tanah: 800 x Rp 300.000 =Rp 240.000.000 nilai jual bangunan     
a. Rumah dan garasi adalah 400 x Rp 350.000 = Rp 140.000.000  
b. Taman mewah adalah 200 x Rp 50.000 = Rp 10.000.000     
c. Pagar mewah adalah (120 x 1,5) x Rp 175.000 = Rp 31.500.000  
Total Aset = Rp 181.500.000    
Batas nilai jual bangunan tidak kena pajak = Rp   2.000.000      
Nilai Jual bangunan = Rp 179.500.000      
Nilai jual tanah dan bangunan = Rp 419.500.000  
  2. Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang :     




b. Atas bangunan= 0,5% x 20% x Rp 179.500.000 = Rp 179.500,-     
Jadi, jumlah pajak yang terhutang = Rp 419.500,-43 
E. Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terhutang 
Berdasarkan UU No.12 Tahun 1985 yang dimaksud tahun pajak adalah jangka 
waktu satu tahun takwim. Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut 
keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Misalnya, sebuah bangunan pada tanggal 
10 Januari 2010 telah terbakar maka pajaknya tetap menurut keadaan bangunan 
tersebut pada tanggal 1 Januari 2010 sebelum bangunan tersebut terbakar. Sedangkan 
yang dimaksud tempat pajak yang terhutang yaitu:   
1. Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
2. Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya 
Daerah Tingkat II yang meliputi letak objek pajak.44 
F. Pendaftaran, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terhutang, dan Surat Ketetapan Pajak 
Berdasarkan pasal 9 UU No.12 Tahun 1985 bahwa setiap subjek pajak mesti 
mendaftarkan objek pajak yang dimilikinya ke Direktorat Jenderal Pajak untuk 
pendataan. Dengan kata lain, Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada subjek pajak untuk diisi dan dikembalikan 
kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pengisian SPOP ini haruslah jelas, benar, dan 
lengkap.  
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Berdasarkan SPOP maka Direktorat Jenderal Pajak kemudian dapat 
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sedangkan apabila setelah 
dikeluarkan SPPT ini wajib pajak masih belum memenuhi tanggung jawabnya selaku 
wajib pajak maka Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak 
(SKP). SKP ini dikeluarkan apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPOP tepat 
waktu, telah ditegur tetapi menyampaikan SPOP-nya melewati batas surat teguran, dan 
berdasarkan pemeriksaan wajib pajak melakukan kecurangan semisal memberikan data 
palsu terkait objek pajak yang dimilikinya. Setelah SKP dikeluarkan maka wajib pajak 
harus membayar pajak sebesar jumlah pajak terutang miliknya serta tambahan denda 
administrasi sebesar 20% dari pokok pajak kecuali pada kasus pemalsuan data objek 
pajak maka denda administrasinya sebesar 25% dari pokok pajak.45 
G. Tata Cara Pendaftaran dan Penagihan 
Ketentuan dalam pasal 11 sampai dengan pasal 15 dalam UU No. 12 Tahun 
1985 membahas tentang tata cara pendaftaran dan penagihan pajak. Pajak terutang 
berdasarkan SPPT harus dibayarkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah SPPT tersebut 
dikeluarkan. Sedangkan untuk penerima SKP harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 
bulan setelah SKP tersebut dikeluarkan.  
Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo dan masih belum dibayar atau kurang 
dibayar akan diberikan denda administrasi sebesar 2% perbulan dengan batas 
tunggakan 24 bulan sejak jatuh tempo. Sedangkan denda administrasi 2% perbulan 
yang dimaksud harus dibayar bersama tunggakan pajak atau kurang pajak ketika 
dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP). Denda administrasi 2% perbulan bersama 
 




tunggakan pajak atau kurang pajak STP ini mesti dibayar selambat-lambatnya 1 bulan 
sejak tanggal dikeluarkannya STP. Apabila STP masih tidak dilaksanakan wajib pajak 
maka akan dikeluarkan Surat Paksa untuk menagih pajak. Pajak yang terutang dibayar 
di Bank, Kantor pos, dan Giro atau tempat lainnya yang telah ditetapkan.46 
Contoh: 
SPPT tahun pajak 1986 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 Maret 1986 
dengan pajak yang terhutang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Oleh wajib 
pajak baru dibayar pada tanggal 1 September 1986. Maka terhadap wajib pajak tersebut 
dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) yakni : 2% x Rp 100.000,- = Rp 
2.000,-  
Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 1986 
adalah: Pokok pajak + denda administrasi = Rp 100.000,- + Rp 2.000,- = Rp 102.000,-  
Bila wajib pajak tersebut baru membayar hutang pajaknya pada tanggal 10 
Oktober 1986, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% dari pokok 
pajak, yakni: 4% x Rp 100.000,- = Rp 4.000,-  
Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 1986 adalah:  
Pokok pajak + denda administrasi = Rp 100.000,- + Rp 4.000,- = Rp 104.000,-47 
H. Keberatan dan Banding 
Keberatan dan banding UU No.12 Tahun 1985 diatur dalam pasal 15 sampai 
dengan 17. Bab ini berisi tata-cara pengajuan keberatan dan banding atas penagihan 
pajak terhadap wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur 
Jenderal Pajak atas:  
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1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. 
2. Surat Ketetapan Pajak.  
Keberatan tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
menyatakan alasan secara jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
diterimanya surat oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 
Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direk- torat Jenderal 
Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos 
tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan 
wajib pajak. Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, 
Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
pengenaan pajak. Sedangkan ppengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar pajak.  
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan 
yang diajukan. Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan 
alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas 
keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang terhutang. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan 
atas ketetapan, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak 
benaran ketetapan pajak tersebut. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud (12 
bulan) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, 
maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.48  
 




Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap 
keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri 
salinan surat keputusan tersebut. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia. Pengajuan permohonan banding ini juga tidak menunda kewajiban 
mambayar pajak.  
I. Pembagian Penerimaan Pajak 
Ketentuan pembagian penerimaan pajak antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah dibahas dalam pasal 18 UU No. 12 Tahun 1985. Berdasarkan pasal 
18 menyatakan bahwa penerimaan pajak sebanyak 90% (sembilanpuluh persen) 
diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I 
sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan sisanya diberikan kepada 
pemerintah pusat. Namun sebagai catatan bagian pendapatan Pemerintah Daerah 
sebanyak 90% tersebut sebagian besar diberikan kepada Pemerintah Daerah tingkat 
II.49 
J. Ketentuan Lain-lain 
Ketentuan lain-lain yang terdapat dalam UU No.12 Tahun 1985 membahas 
beberapa poin penting seputar pajak. Ketentuan ini setidaknya terdiri atas pasal 19 
sampai dengan pasal 23. Dalam pasal 19 dibahas terkait Menteri Keuangan yang dapat 
memberikan pengurangan jumlah pajak terutang dalam kondisi-kondisi tertentu 
menurut peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan pasal 20 menerangkan bahwa denda 
administrasi dapat dikurangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada kondisi tertentu. 
 




Sedangkan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 21 dijelaskan terkait kewajiban 
pejabat pengumpul pajak. Adapun kewajiban itu antara lain: 
1. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan 
keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak. 
2. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal 
Pajak.50 
Setiap pejabat pajak juga diwajibkan menjaga kerahasiaan jabatannya, kecuali 
menyangkut pelaksanaan UU No.12 Tahun 1985 maka kerahasiaan itu ditiadakan. 
Dalam pasal 22 dikatakan juga bahwa pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana pasal 21 maka akan diberi sanksi menurut perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan pasal 23 menyatakan bahwa segala hal yang tidak diatur secara 
khusus dalam UU No.12 Tahun 1985 akan diatur dalam perudang-undangan lainnya 
yang bersangkutan. 
K. Ketentuan Pidana 
Pembahasan terkait ketentuan pidana dalam UU No.12 Tahun 1985 dibahas 
dalam pasal 24 sampai dengan pasal 27. Dalam pasal 24 dijelaskan bahwa barang siapa 
karena kealpaannya : 
1. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
 




2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau 
tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar; sehingga 
menimbulkan kerugian pada Negara. 
Akan dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam bulan) atau 
denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terhutang. Sedangkan dalam 
pasal 25 ayat 1 dijelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja :  
1. Tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau 
tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan. yang tidak benar. 
3. Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau 
dipalsukan seolah-olah benar. 
4. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya. 
5. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang 
diperlukan;  sehingga menimbulkan kerugian pada Negara. 
Pelanggaran tersebut akan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 
(dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang. 
Sedangkan terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan 
sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 1 tersebut akan dipidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta 
rupiah). Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 1 akan dilipatkan dua 
apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 
(satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara 













PEMIKIRAN ABU UBAID DAN ADAM SMITH TENTANG PAJAK TANAH 
DAN RELEVANSINYA TERHADAP UU NO. 12 TAHUN 1985 
A. Metode Pendekatan Pemikiran Abu Ubaid 
Pemikiran Abu Ubaid terkait dengan pajak tanah (al-kharaj) banyak dirujuk 
dari kebijakan para khalifah Islam. Kebijakan tersebut terutama yang berasal dari masa 
kepemimpinan Khulafaurasyidin hingga bani Umayyah. Abu Ubaid merujuk berbagai 
kebijakan dari masa tersebut karena masih sangat dekat dengan masa kenabian 
Rasulullah Saw sehingga kebijakan-kebijakannya masih asli atau outentik dari 
Rasulullah Saw.  
Secara tidak langsung dapat ditarik kesimpulan bahwa meski sebagai seorang 
ulama besar Islam yang menguasai berbagai ilmu sangat menarik bahwa Abu Ubaid 
lebih banyak menggunakan pendekatan sejarah daripada pendekatan normatif.  
Kesimpulan ini dapat dilihat dari berbagai ketetapan Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal 
yang sebagian besarnya merujuk kepada kebijakan para pemimpin Islam di masa 
khulafaurasyidin  hingga bani Umayyah. Tentunya pendekatan yang digunakan Abu 
Ubaid tersebut memberikan corak tersendiri terhadap pemikiran Abu Ubaid. 
B. Pajak Tanah Perfektif  Abu Ubaid 
1. Objek Pajak Tanah 
 Pemikiran Abu Ubaid terkait objek pajak tanah yaitu beliau menekankan bahwa 




berkata, “Namun yang Tsabit bagiku adalah apa yang tepat aku sebutkan kepadamu 
bahwa Umar telah menjadikan al-kharaj pada tanah tertentu”52. Artinya Abu Ubaid 
merujuk pada kebijakan Umar yang mengkhususkan pembayaran al-kharaj hanya 
untuk tanah produktif yang diatasnya terdapat tumbuh-tumbuhan. Pajak tanah hanya 
diambil dari jenis tanah yang menghasilkan keuntungan (profit) dan tidak pula diambil 
dari tanah yang tidak menghasilkan profit seperti tanah kosong yang tidak di garap 
(hima) dan tanah untuk rumah bagi orang miskin. Pemikiran Abu Ubaid terkait objek 
pajak tanah ini dapat dilihat dari kutipan kitab Al-Amwal yang berbunyi: 
Dalam takwil hadits Umar juga telah diketahui bahwa dia menjadikan al-kharaj atas 
pemilik tanah yang menghasilkan tanaman yang mahal harganya seperti pemilik 
gandum dan buah-buahan, contohnya tanaman perkebunan, dan tanah dialiri 
walaupun tidak ditanami. Dan kewajiban ini digugurkan pada orang-orang miskin 
dan orang-orang yang lemah karena tanah tersebut merupakan tempat tinggal 
mereka, maka tidak diwajibkan suatu kewajiban apapun atas mereka53 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami beberapa hal terkait objek pajak 
tanah menurut Abu Ubaid. Pertama, objek pajak tanah yaitu tanah yang menghasilkan 
barang yang bernilai jual. Barang yang bernilai jual ini semisal tanaman perkebunan 
dan buah-buahan. Pernyataan ini sesuai dengan kalimat awal dari kutipan di atas. 
Kedua, objek pajak tanah ini di gugurkan atau dikecualikan pembayarannya bagi tanah 
yang merupakan rumah tinggal yang pemiliknya adalah orang miskin dan orang-orang 
lemah. Ketiga, pajak tanah tetap dibebankan terhadap tanah yang tidak digarap namun 
mendapat pasokan atau dialiri air dari sistem pengairan negara. Pernyataan ketiga ini 
didukung oleh kutipan lain yang mana Abu Ubaid juga merujuk kepada kebijakan 
Umar bin Khaththab. Abu Ubaid menulis: 
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Sesungguhnya batasan Sawad yang memiliki tanah yang luas: dari tanah yang diairi, 
seperti negara Abbadan yang berada di timur Dijlah. Ini adalah tanah yang luas, 
adapun luasnya terbatas pada pegunungan dari tanah Hilwan hingga ke ujung al-
Qadisiyah yang berhubungan dengan air sungai dari tanah Arab. Ini adalah batas 
tanah Sawad yang diwajibkan al-kharaj54 
Berdasarkan teks tersebut dapat dipahami bahwa tanah yang diairi oleh air 
sungai dari tanah Arab keseluruhannya diwajibkan al-kharaj. Abu hanifah juga pernah 
berkata persoalan ini yang berbunyi, “Ia adalah setiap tanah yang sampai kepadanya 
air al-kharaj”55. Jika dipahami dengan baik maksud dari tanah yang mendapat air 
sungai dari tanah Arab artinya tanah yang mendapat manfaat dari kepemilikan publik 
semisal air. Jadi dalam pemikiran Abu Ubaid yang hampir keseluruhannya merujuk 
pada kebijakan Umar bin Khaththab berpendapat bahwa objek pajak tanah merupakan 
tanah produktif yang menghasilkan profit dan tanah yang mendapatkan manfaat dari 
kepemilikan publik semisal air dari negara. 
2. Subjek Pajak Tanah 
Menurut Abu Ubaid subjek pajak tanah merupakan pemilik tanah yang tidak 
termasuk orang miskin dan juga orang lemah. Artinya pajak tanah hanya dibebankan 
terhadap pemilik tanah yang mampu secara material  dan jasmani membayar pajak 
tanah tersebut. Pernyataan terkait subjek pajak tanah ini dapat dilihat dari kebijakan 
Umar bin Khaththab yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. 
Dalam takwil hadits Umar juga telah diketahui bahwa dia menjadikan al-kharaj atas 
pemilik tanah yang menghasilkan tanaman yang mahal harganya seperti pemilik 
gandum dan buah-buahan, contohnya tanaman perkebunan, dan tanah dialiri 
walaupun tidak ditanami. Dan kewajiban ini digugurkan pada orang-orang miskin 
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dan orang-orang yang lemah karena tanah tersebut merupakan tempat tinggal 
mereka, maka tidak diwajibkan suatu kewajiban apapun atas mereka56 
Berdasarkan kalimat terakhir dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa 
kewajiban membayar pajak tanah dibebankan terhadap pemilik tanah yang 
menghasilkan tumbuhan-tumbuhan mahal seperti gandum dan buah-buahan. Pajak 
tanah juga dibebankan terhadap tanah yang walaupun tidak ditanami tetapi dialiri air 
al-kharaj dikarenakan penggunaan airnya. Sedangkan bagi orang-orang kurang mampu 
semisal orang miskin dan orang-orang lemah yang menggunakan tanah mereka sebagai 
tempat tinggal di gugurkan baginya membayar pajak tanah. Orang-orang lemah yang 
dimaksud di sini misalnya orang yang telah tua renta dan sudah tak mampu bekerja. 
Dalam riwayat lainnya Abu Ubaid melihat pendapat Husain yang berpendapat terkait 
peristiwa Umar bin Abdul Aziz yang ditanya oleh Abdul Hamid bin Abdurrahman 
perihal kewajiban membayar jizyah dan kharaj. 
Abdul Hamid bin Abdurrahman telah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, 
“Penduduk Sawad datang kepada kita menanyakan apakah mereka wajib membayar 
jizyah dan kewajiban kharaj digugurkan atas mereka,” Lalu Umar menulis surat 
kepada mereka, “Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih tsabit (kuat) dari hukum 
Islam mengenai tanah yang telah dijadikan Allah sebagai Fai’. Barangsiapa yang 
memiliki tanah dan tempat tinggal, maka sewakanlah sebagaimana yang telah 
berlaku pada kharaj. Dan barangsiapa yang tidak memiliki tanah dan juga rumah, 
maka kembalilah pada asalnya”. Husain berkata, “Asal dari hadits ini bahwa 
barangsiapa yang memiliki tanah maka wajib baginya mengeluarkan kharaj. Jika dia 
bukan pemiliknya, maka kembalikanlah kepada pemiliknya yang berkewajiban 
untuk membayar kharaj-nya.”57 
Berdasarkan riwayat tersebut dapat dipahami bahwa siapapun yang menjadi 
pemilik tanah kharaj baik berupa tanah pertanian maupun rumah tinggal maka 
diwajibkan baginya membayar kharaj sebagai ketentuan dalam Islam. Sedangkan bagi 
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mereka yang hanya sebagai penyewa tanah kharaj tidak diwajibkan membayar kharaj 
tersebut disebabkan tanah tersebut bukan milik mereka. Artinya subjek dari pajak tanah 
atau kharaj menurut Abu Ubaid adalah pemilik asli atau sah dari tanah tersebut dan 
bukan orang lain semisal orang yang menyewa tanah tersebut. 
3. Penetapan Pajak Tanah 
Penetapan pajak tanah menurut Abu Ubaid seluruhnya ia rujuk dari kebijakan 
yang dilakukan Umar bin Khaththab pada masa pemerintahannya. Menurut Abu Ubaid 
pajak tanah mesti proporsional. Proporsional artinya sesuai dengan kemampuan 
membayar dari si pemilik tanah. Kemampuan membayar ini oleh Abu Ubaid diukur 
dari luas tanah, tingkat kesuburan tanaman dan jenis tanaman yang di tanam dalam 
tanah tersebut. Pengukuran ini dilakukan karena pendapatan pemilik tanah ditentukan 
oleh jenis tanaman yang memiliki nilai jual yang berbeda, tingkat kesuburan tanaman, 
dan luas tanah yang mempengaruhi jumlah panen. Artinya semakin luas tanah, semakin 
subur tanaman tersebut, dan semakin mahal jenis tanaman yang di tanam maka semakin 
tinggi pula hasil panen dan keuntungan pemilik tanah. Maka pajak baginya juga 
semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya semakin sempit luas tanah, semakin rendah 
tingkat kesuburan tanaman, dan semakin murah nilai jual jenis tanaman yang di tanam 
maka semakin rendah pula hasil panen dan keuntungan pemilik tanah. Maka pajak 
baginya juga semakin rendah. Penetapan pajak seperti ini dirujuk Abu Ubaid dari 
kebijakan Umar Bin Khaththab. 
To determine the rate of kharaj, Abu Ubaid looked at the initiatives done by 'Umar 
al-Khattab, who determined the kharaj rate based on the land area and the types of 
business done. This can be seen on an ash-Sya'bi history of the state when al-
Khattab Umar had  sent Ibn Hunaif to sawad. The messenger has made it mandatory 
upon them to pay Kharaj , the following obligations: (i) for 1 hectare of wheat, the 




hectare of palm, the tax is 8 dirhams; (iv) for 1 hectare of cabbage the tax is 10 
dirhams; (v) for 1 hectare of olive, the tax is 12 dirhams.58 
Terjemahnya: 
Untuk menentukan tingkat kharaj, Abu Ubaid melihat inisiatif yang dilakukan Umar 
bin Khaththab yang menentukan tingkat kharaj berdasarkan luas lahan dan jenis 
usaha yang dilakukan. Ini bisa terlihat pada sejarah negara ash-Sya’bi ketika Umar 
bin Khaththab mengirim Ibnu Hunaif ke Sawad. Itu kurir mewajibkan atas mereka 
setiap satu hektar tanaman gandum 4 dirham, atas satu hektar tanaman tebu 6 
dirham, atas satu hektar pohon kelapa sawit 8 dirham, atas satu hektar tanaman kubis 
10 dirham, atas satu hektar tanaman pohon zaitun 12 dirham. 
Berdasarkan kutipan di atas dapat dilihat bahwa Umar Bin Khattab menetapkan 
berbagai variasi jumlah pajak untuk tanah yang luasnya sama namun memiliki tanaman 
dengan jenis yang berbeda. Misalnya untuk tanah satu hektar gandum dibebani pajak 
sebesar 4 dirham sedangkan satu hektar tebu dibebani pajak sebesar 5 dirham. 
Ketetapan Umar Bin Khattab inilah yang kemudian dirujuk oleh Abu Ubaid. Dalam 
riwayat lain Abu Ubaid menceritakan ketetapan Umar Bin Khattab ini untuk 
mempertegas kebenaran kebijakan ini. Riwayat tersebut berbunyi: 
Dari Muhammad bin Ubaidillah ats-Tsaqafi, dia berkata, ‘Umar ibnu Khaththab 
telah menetapkan kepada penduduk Sawad atas satu hektar tanaman satu dirham 
dan satu aqfazah, dan atas tanaman yang subur 5 dirham dan satu aqfazah, dan atas 
satu hektar pohon 10 dirham dan sepuluh aqfazah, dan atas satu hektar kubis 10 
dirham dan sepuluh aqfazah. (dia berkata, “tidak disebutkan tanaman kurma”) dan 
kewajiban setiap ketua mereka 48 dirham, 24 dirham, dan 12 dirham’59 
 Terdapat hal menarik dari riwayat kedua yang ditulis Abu Ubaid di atas yaitu 
perbedaan jumlah pajak antara tanah subur dengan tanah biasa. Perbedaan itu pada 
kutipan bahwa Umar Bin Khaththab telah menetapkan pajak sebesar 1 dirham dan satu 
afqazah bagi satu hektar tanaman. Namun bagi tanaman yang tumbuh subur dibebani 
pajak yang jauh lebih besar yaitu 5 dirham dan satu afqazah. Pernyataan ini 
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membuktikan bahwa selain dari jenis tanaman yang di tanam penetapan pajak juga 
harus melihat tingkat kesuburan tanaman. Selain memperhatikan jenis tanaman dan 
tingkat kesuburan, Abu Ubaid juga berpendapat bahwa penetapan pajak mesti 
memperhitungkan luas tanah. Ketetapan ini ditulis Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal 
melalui sebuah riwayat yang menceritakan ketetapan Umar Bin Khaththab dalam 
menetapkan pajak tanah dengan pertimbangan luas tanahnya. 
Dari as-Sya’bi bahwa Umar telah mengutus Usman bin Hunaif, dan dia mengukur 
tanah Sawad. Dia dapati 36.000.000 hektar, maka dia menetapkan ke atas setiap 
hektarnya satu dirham dan satu aqfaz60 
 Melalui riwayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam menetapkan jumlah 
pajak tanah yang terutang Umar bin Khaththab juga memperhitungkan luas tanah. 
Pernyatan ini tergambar dari Umar yang memerintahkan as-Sya’bi untuk mengukur 
luas tanah Sawad sebelum menetapkan jumlah pajaknya. Ketetapan inilah yang dirujuk 
oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. 
4. Penagihan Pajak Tanah  
Penagihan pajak tanah (al-kharaj) menurut Abu Ubaid harus dilakukan dengan 
berlemah lembut (tidak menganiaya) dan juga tidak ada kelebihan di dalamnya. 
Maksudnya adalah bahwa dalam pengumpulan atau penagihan pajak tidak boleh 
melakukan kekerasan semisal menyakiti orang lain dengan senjata. Selain itu, 
penagihan pajak menurut Abu Ubaid mesti tidak ada tambahan pembayaran di 
dalamnya atau dengan kata lain tidak boleh melebihi ketentuan yang berlaku.  
Sebuah riwayat yang dituliskan Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal 
menceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menggunakan seorang pemuda untuk 
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menagih kharaj. Lalu pemuda itu menagih secara paksa pajak kepada kepala-kepala 
suku. Pemuda itu berkata “Janganlah kamu meninggalkan satu dirham dari al-kharaj 
dari mereka” ketika itu. Lalu Ali bin Abi Thalib meminta pemuda itu bertemu dengan 
beliau pada pertengahan siang. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada pemuda 
itu bahwa: 
Dahulu aku memerintahkan suatu perkara kepadamu, dan sekarang aku datang 
kepadamu. Jika engkau melanggar perintahku, maka aku akan mencopot jabatanmu. 
Janganlah engkau menjual seekor keledai ataupun seekor sapi kepada mereka 
sebagai kharaj, dan juga pakaian musim dingin maupun pakaian musim panas, 
berlemah lembutlah kepada mereka dan lakukanlah ini kepada mereka.61 
Melalui riwayat ini Abu Ubaid hendak menyampaikan bahwa perintah untuk 
bersikap lemah lembut dalam penagihan pajak tanah mesti di lakukan. Selain perintah 
berlemah lembut tersebut  dapat dipahami dari riwayat tersebut bahwa dalam 
penagihan pajak tidak boleh memaksa membayar semisal menyita harta orang lain 
seperti keledai atau sapi sebagai pengganti pajak. Ketentuan terkait pemaksaan dalam 
membayar pajak tanah ini juga dijelaskan Abu Ubaid melalui riwayat Umar bin 
Khaththab sebagai berikut: 
Sa’id bin Amir bin Hudzainm mendatangi Umar ibnul Khaththab ketika dia di 
datangi oleh seseorang dari Darrah. Sa’id berkata, “air hujan telah mendahului 
perjalananmu. Jika engkau dihukum kita akan bersabar, jika engkau baik-baik saja 
kita akan bersyukur, dan jika engkau dicela maka kita akan mencela mereka.” Umar 
berkata, “Tidak ada yang wajib atas kaum muslimin, kecuali ini. Mengapa engkau 
melambatkan al-kharaj?” dia berkata, “kami diperintahkan untuk tidak melebihkan 
para petani dari 4 dinar, dan kami tidak akan melebihi mereka dari ketentuan 
tersebut. Tapi, kami melambatkan sampai pada masa tenggang mereka. “Umar 
berkata, “Janganlah kamu melenyapkan apa yang aku hormarti” Abu Mushir 
berkata, “Tidaklah bagi ahli Syam hadits mengenai al-kharaj selain ketentuan ini.”62 
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Melalui riwayat tersebut Abu Ubaid berpendapat bahwa dalam penagihan pajak 
tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh khalifah atau pemerintah. 
Selain itu, melalui riwayat tersebut dapat dipahami bahwa untuk memberi kemudahan 
bagi pembayar pajak maka pembayaran pajak boleh dilambatkan sampai masa 
senggang si pembayar pajak. Melalui riwayat lain keterangan terkait tidak bolehnya 
menagih pajak dengan menganiaya dan mengambil kelebihan atau tambahan dari pajak 
yang telah ditetapkan diceritakan Abu Ubaid yang mana Abu Ubaid menceritakan 
bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Abdul Hamid bin 
Abdurrahman yang penggalan suratnya berbunyi: 
Aku perintahkan kepadamu untuk tidak mengambil al-kharaj kecuali dengan 
timbangan yang tujuh, yaitu tiada kelebihan di dalamnya, tidak menganiaya, tidak 
melarutkan nilai emas, tidak ada hadiah berupa batu-batu berharga, tidak ada harga 
mushaf, tidak merusak rumah-rumah......63 
 Berdasarkan riwayat di atas Abu Ubaid sepakat terhadap kebijakan Umar bin 
Abdul Aziz yang juga melarang adanya tindakan menganiaya dan meminta kelebihan 
pembayaran dari penagih pajak terhadap orang yang membayar pajak. Tindakan 
menganiaya ini misalnya merusak rumah-rumah sedangkan kelebihan pembayaran 
pajak misalnya hadiah berupa batu berharga, emas, dan juga mushaf. 
C. Metode Pendekatan Pemikiran Adam Smith  
 Pemikiran Adam Smith tentang pajak tanah merupakan pembahasan yang baru 
dan cukup sulit untuk diteliti. Penyebabnya karena tidak banyak jurnal maupun refrensi 
terkait yang membahas ini. Namun pada kenyataannya pemikiran Adam Smith terkait 
pajak tanah dapat kita pahami melalui beberapa tulisannya di The Wealth of Nations 
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terkait pajak yang sebetulnya berasal dari pengamatan Adam Smith terhadap masalah 
perpajakan pada masanya yang kebanyakan merupakan jenis pajak tanah atau pajak 
sewa tanah.  
 Berdasarkan model penulisan The Wealth of Nation yang menggambarkan 
masalah pajak tanah beserta analisisnya maka dapat dipahami bahwa Adam Smith 
cenderung menggunakan pendekatan analitik dalam memahami masalah pajak tanah 
dan memberikan analisis terhadapnya. Pendekatan analitik ini tentu memberikan corak 
pemikiran yang berbeda dari Abu Ubaid. Namun di sisi lain, pendekatan ini membuat 
corak pemikiran Adam Smith lebih sulit untuk dipahami. 
D. Pajak Tanah Perfektif  Adam Smith 
1. Objek Pajak Tanah 
 Berdasarkan pendapat Adam Smith objek pajak tanah adalah tanah milik negara 
yang dikelola oleh masyarakat. Adam Smith mengatakan bahwa untuk menutupi 
pengeluaran negara maka sebuah negara harus menetapkan pajak tanah. Menurutnya 
pajak tanah teruatama di Inggris memilki potensi pendapatan yang tinggi untuk 
menutupi kepentingan publik. Adam Smith menulis: 
Public stock and public lands, therefore, the two sources of revenue which may 
peculiarly belong to the sovereign or commonwealth, being both improper and 
insufficient funds for defraying the necessary expense of any great and civilized 
state; it remains that this expense must, the greater part of it, be defrayed by taxes 
of one kind or another; the people contributing a part of their own private revenue, 
in order to make up a public revenue to the sovereign or commonwealth.64 
Terjemahnya: 
Oleh karena itu, stok publik dan tanah publik, dua sumber pendapatan yang mungkin 
secara khusus dimiliki oleh kedaulatan atau persemakmuran, merupakan dana yang 
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tidak patut dan tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan dari 
negara besar dan beradab manapun; tetap bahwa pengeluaran ini harus, sebagian 
besar darinya, dibiayai dengan pajak dari satu jenis atau lainnya; orang-orang 
menyumbangkan sebagian dari pendapatan pribadi mereka sendiri, untuk membuat 
pendapatan publik kepada kedaulatan atau persemakmuran. 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa menurut Adam Smith dana 
publik dan tanah publik yang disewakan terhadap masyarakat merupakan dua sumber 
pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran negara sehingga dari kedua 
jenis dana tersebut (dana publik dan tanah publik) harus dikenakan pajak atasnya untuk 
kedaulatan persemakmuran. Oleh karena itu berdasarkan kutipan di atas dapat 
dipahami bahwa Adam Smith mendukung penarikan pajak terhadap tanah negara yang 
disewakan atau dengan kata lain menjadikan tanah negara yang dikelola atau dimiliki 
masyarakat sebagai objek pajak tanah. 
2. Subjek Pajak Tanah 
 Subjek pajak tanah menurut Adam Smith yaitu setiap warga negara yang 
mendapat pendapatan di bawah perlindungan negara. Maksudnya yaitu setiap orang 
yang memiliki atau mengelola tanah negara dan mendapatkan pendapatan dari tanah 
tersebut maka wajib baginya berkontribusi terhadap negara dengan mengeluarkan 
pajak tanah. Adam Smith menulis: 
The subjects of every state ought to contribute towards the support of the goverment, 
as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion 
to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state.65 
Terjemahannya: 
Subjek dari setiap negera harus berkontribusi terhadap dukungan pemerintah, 
sedapat mungkin sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing; yaitu 
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sebanding dengan pendapatan yang masing-masing mereka nikmati di bawah 
perlindungan negara. 
Selain itu menurut Adam Smith sebaiknya yang membayar pajak tanah 
merupakan orang yang memiliki hak kepemilikan atas sebidang tanah. Bukan orang 
yang menyewa tanah dan mengelolanya untuk mendapat penghasilan. Pendapat ini 
tergambar dari kritik Adam Smith terhadap kejadian tuan tanah di Inggris yang 
membebankan pajak kepada pengelola atau penyewa tanah dengan cara menarik denda 
dari penyewaan tanah. Menurut Adam Smith jika pengelola tanah atau penyewa tanah 
dibebankan pajak dalam bentuk denda maka terkadang pengelola atau penyewa tanah 
tidak punya pilihan lain selain mengambil sebagian hasil budidaya miliknya untuk 
membayar pajak yang pada akhirnya membuatnya mendapatkan pendapatan rendah 
dikarenakan setelah membayar pajak sang pengelola masih harus membayar sewa 
kepada pemilik tanah.  
Some landlords, instead of raising the rent, take a fine for the renewal of the lease. 
This practice is, in most cases, the expedient of a spendthrift, who, for a sum of ready 
money sells a future revenue of much greater value. It is, in most cases, therefore, 
hurtful to the landlord; it is frequently hurtful to the tenant; and it is always hurtful 
to the community. It frequently takes from the tenant so great a part of his capital, 
and thereby diminishes so much his ability to cultivate the land, that he finds it more 
difficult to pay a small rent than it would otherwise have been to pay a great one. 
Whatever diminishes his ability to cultivate, necessarily keeps down, below what it 
would otherwise have been, the most important part of the revenue of the 
community.66 
Terjemahnya: 
Beberapa tuan tanah, alih-alih menaikkan uang sewa, mengambil denda untuk 
perpanjangan sewa. Praktik ini, dalam banyak kasus, merupakan solusi dari 
pembelanjaan, yang, dengan sejumlah uang yang siap jual, menghasilkan 
pendapatan masa depan yang nilainya jauh lebih besar. Karena itu, dalam banyak 
kasus, itu menyakitkan bagi pemiliknya; sering menyakitkan bagi penyewa; dan itu 
selalu merugikan komunitas. Seringkali penyewa mengambil bagian yang sangat 
besar dari modalnya, dan dengan demikian mengurangi kemampuannya untuk 
mengolah tanah, sehingga ia merasa lebih sulit untuk membayar sewa kecil daripada 
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jika harus membayar yang besar. Apa pun yang mengurangi kemampuannya untuk 
berkultivasi, tentu saja terus turun, di bawah apa yang seharusnya, paling penting 
ini adalah bagian dari pendapatan masyarakat. 
Akibat dari pendapatan pengelola yang rendah ini maka tentu saja perbaikan 
tanah atau peningkatan hasil budidaya tidak dapat dilakukan oleh pengelola atau 
penyewa tanah karena modal penigkatan budidaya atau perbaikan tanah telah 
digunakan untuk membayar pajak tanah yang dibebankan pemilik tanah dalam bentuk 
denda. Jika ini terjadi terus-menerus maka akan terjadi perlambatan budidaya tanaman 
atau bahkan penurunan budidaya yang dapat merugikan publik atau masyarakat dan 
bahkan pada akhirnya dapat merugikan si pemilik tanah sendiri. 
3. Penetapan Pajak Tanah 
Smith berpendapat bahwa pajak harus proporsional67. Proporsional menurut 
Smith adalah pajak yang ditarik sesuai dengan kemampuan membayar para kontributor 
pajak. Lebih lanjut, menurutnya kontribusi setiap kontributor pajak mesti sebanding 
dengan apa yang mereka nikmati di bawah perlindungan negara. Adam Smith 
memberikan contoh masalah ini dari perkebunan. Menurutnya setiap penyewa 
perkebunan negara harus membayar pajak sesuai dengan kepentingan mereka di 
perkebunan tersebut. 
The subjects of every state ought to contribute towards the support of the goverment, 
as nearly as possible, in proportion to their respective abilities; that is, in proportion 
to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state. The 
expense goverment to the individuals of a great nation, is like the expense of 
management respective interest in the estate.68 
Terjemahannya: 
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Subjek dari setiap negera harus berkontribusi terhadap dukungan pemerintah, 
sedapat mungkin sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing; yaitu 
sebanding dengan pendapatan yang masing-masing mereka nikmati di bawah 
perlindungan negara. Biaya pemerintah untuk individu-individu suatu bangsa besar, 
seperti biaya manajemen untuk penyewa bersama dari sebuah perkebunan besar, 
semuanya wajib berkontribusi secara proporsional sesuai dengan kepentingan 
masing-masing di perkebunan tersebut. 
Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa Adam Smith menghendaki 
orang yang bekerja dalam sistem penyewaan perkebunan negara harus membayar pajak 
sesuai dengan kepentingan atau pekerjaan mereka di perkebunan tersebut. Berdasarkan 
kutipan lain lebih jelas bahwa Adam Smith menghendaki penetapan pajak proporsional 
teramsuk pajak tanah dengan cara mengkritik berbagai kebijakan di Inggris terkait 
pajak tanah. Adam Smith menolak kebijakan penetapan pajak tanah yang tetap dan 
tidak berubah-ubah. Menurutnya penetapan pajak seperti ini pada perkembangan 
waktu akan merugikan petani karena baik petani yang berpenghasilan tinggi dan petani 
yang berpendapatan rendah pada akhirnya akan membayar pajak tanah yang sama. 
Tentu ini sangat tidak proporsional atau tidak adil bagi petani dengan pendapatan 
rendah. 
A tax upon the rent of land may either be impossed accourding to a certain canon, 
every district being valued at a curtain rent, which valuation is not afterwards to be 
altered; or it may be imposed in such a manner, as to vary with every variation in 
the real rent of the land, and to rise of fall with the inproverment or declension of 
its cultivation. A land tax which, like that of Great Britain, is assesed upon each 
district accourding to a certain invariable canon, thought it should be equal at the 
time of its first establisment, necessarily becomes unequal in process of time, 
accourding to the unequal degrees of improvement or neglect in the cultivation of 
the different parts of the country. In England, the valuation, according to which the 
different counties and parishes were assessed to the land tax by the 4th of William 
and Mary, was very unequal even at its first establishment.69 
Terjemahnya: 
Pajak atas sewa tanah dapat dikenakan sesuai dengan kanon tertentu, setiap 
kabupaten dinilai dengan sewa tirai, yang penilaiannya tidak diubah setelahnya; atau 
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dapat dikenakan sedemikian rupa, untuk bervariasi dengan setiap variasi dalam sewa 
riil tanah, dan naik atau turun dengan peningkatan atau kemerosotan budidaya. Pajak 
tanah yang, seperti halnya Inggris Raya, dinilai pada setiap distrik menurut kanon 
yang tidak berubah-ubah, meskipun harus sama pada saat pembentukannya yang 
pertama, tentu saja menjadi tidak sama dalam proses waktu, sesuai dengan derajat 
yang tidak sama dari perbaikan atau kelalaian dalam budidaya berbagai bagian 
negara. Di Inggris, penilaian, yang menurutnya berbagai negara dan paroki dinilai 
atas pajak tanah oleh William dan Mary yang ke-4, sangat tidak setara bahkan pada 
saat pendirian pertama. 
 Melalui penjelasan tersebut Adam Smith mengkritik bahwa penetapan pajak 
tanah yang tidak pernah berubah dalam berbagai jenis sewa rill tanah yang naik 
turunnya dipengaruhi oleh peningkatan dan kemerosotan budidaya tanah pada proses 
waktu menjadi tidak proporsional. Adam Smith memberikan contoh pada kebijakan 
Willian dan Mary ke-4 yang sangat tidak setara bahkan ketika penetapan awal pajak 
tanah tersebut. Jika dipahami lebih mendalam maksud dari Adam Smith ialah pajak 
yang sama untuk setiap pembayar pajak tanah pada proses waktu menjadi sangat tidak 
setara atau tidak proporsional dikarenakan seorang petani entah mengalami kerugian 
maupun keuntungan harus tetap membayar pajak yang nilainya tetap. Misalnya seorang 
petani yang mengalami kegagalan budidaya harus membayar pajak yang nilainya sama 
dengan pajak tanah yang dibayar petani yang mengalami keberhasilan budidaya. Tentu 
ini merugikan petani yang mengalami kegagalan budidaya dan malah menguntungkan 
petani yang mengalami keberhasilan budidaya. 
4. Penagihan Pajak Tanah  
 Pemikiran Adam Smith terkait penagihan pajak merupakan pemikiran yang 
paling terkenal dari Adam Smith. Adam Smith menetapkan setidaknya 4 prinsip 
penagihan pajak semisal pajak tanah yang dikenal dengan Adam Smith Canon’s atau 
four maxims. Empat prinsip dasar atau four maxims ini meliputi prinsip persamaan 




payment), dan prinsip biaya serendah-rendahnya tetapi bernilai (Economic in 
collection).  
a. Prinsip Persamaan (Equality) 
Berdasarkan prinsip persamaan atau equality Adam Smith berpendapat bahwa 
penagihan pajak mesti memperhatikan persamaan antara subjek pajak. Prinsip ini 
artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak, oleh karena itu orang  
dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama serta tidak boleh ada 
mengenakan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak boleh ada 
penyimpangan dari Undang-undang70. 
b. Prinsip Kepastian (Certainly)  
Menurut Adam Smith pajak haruslah pasti dan tidak sewenang-wenang. Pajak 
semestinya harus jelas dari waktu pembayaran, cara membayar pajak, dan jumlah pajak 
yang harus dibayar serta tidak sewenang-wenang atau merugikan subjek pajak. Adam 
Smith berkata: 
The tax which each individual is bound to pay, ought to be certain and not arbitrary. 
The time of payment, the manner of payment, the quantity to be paid, ought all to be 
clear and plain to the contributor, and to every other person.71  
Terjemahnya:  
Pajak yang harus dibayar masing-masing individu harus pasti dan tidak sewenang-
wenang. Waktu pembayaran, cara pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan, 
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c. Prinsip Waktu Yang Tepat (Convinence Of Payment) 
Convenience of payment artinya pajak harus dipungut dari wajib pajak pada 
waktu setepat-tepatnya, misalnya pada waktu panen atau pada waktu mendapatkan 
penghasilan dan sebagainya72. Menurut Adam Smith waktu-waktu yang tepat untuk 
menagih pajak mesti disesuaikan misalnya pajak tanah mesti ditagih ketika masa 
pembayaran sewa tanah oleh petani kepada pemilik tanah sehingga pemilik tanah 
sedang memiliki uang untuk membayar pajaknya. 
d. Prinsip Biaya Serendah-rendahnya Tetapi Bernilai (Economic In Collection).  
Menurut Adam Smith bahwa pajak yang baik adalah pajak yang memerlukan 
biaya paling sedikit dalam proses pengumpulannya serta menjaga sedikit mungkin 
mengeluarkan biaya dari subjek pajak. Prinsip semacam ini disebut juga asas efisiensi 
(Eficiency)73. Adam Smith menulis tentang asas ini dalam The Wealth of Nations 
bahwa: 
Every tax ought to be contrived, as both to take out and to keep out of the pockets of 
the people as little of possible, over and above what it brings in to the public treasury 
of state.74 
Terjemahnya: 
Setiap pajak harus dibuat sedemikian rupa karena baik untuk mengambil dan 
menjaga keluar dari kantong orang sesedikit mungkin, melebihi dan di atas apa yang 
di bawa ke dalam pembendaharaan publik negara. 
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Lebih lanjut menurutnya jika pengumpulan pajak menggunakan biaya yang 
rendah maka hasil pajak akan lebih banyak dan dapat digunakan untuk kepentingan 
negara dan masyarakat. Melalui cara seperti itu maka peningkatan budidaya akan dapat 
dilakukan. 
E. Perbandingan Pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith  
1. Objek Pajak Tanah 
 Perbandingan pemikiran antara Abu Ubaid dan Adam Smith tentang objek 
pajak tanah memiliki kesamaan pemikiran. Meski masing-masing menggunakan 
bahasa yang berbeda tetapi keduanya memiliki pandangan yang sama yaitu objek pajak 
tanah adalah tanah negara yang kepemilikannya dan pengelolaannya oleh masyarakat. 
Baik Abu Ubaid maupun Adam Smith mengatakan bahwa sebagai balas jasa fasilitas 
dari negara maka masyarakat mesti membayar pajak. 
 Namun jika diamati lebih cermat ternyata pemikiran Abu Ubaid lebih terperinci 
terkait objek pajak tanah dibanding Adam Smith. Jika Adam Smith hanya merujuk 
bahwa setiap tanah negara yang dikelola masyarakat harus dikenakan pajak maka lain 
halnya dengan Abu Ubaid. Menurut Abu Ubaid objek pajak tanah haruslah tanah yang 
mendapat fasilitas pengairan negara, tanah yang pemiliknya bukan orang miskin dan 
orang lemah. Orang lemah yang dimaksud semisal orang tua renta yang sudah tidak 
mampu bekerja. 
 Jika dinilai dari segi maslahahnya maka tentu konsep milik Abu Ubaid akan 
lebih baik dikarenakan menurutnya orang miskin dan orang lemah dapat dikecualikan 




Pendapat ini tentu jauh lebih baik daripada membebankan pajak tanah secara merata 
kepada siapa saja yang memiliki tanah negara seperti pendapat Adam Smith. 
2. Subjek Pajak Tanah 
Terkait subjek pajak tanah baik pemikiran Abu Ubaid maupun Adam Smith 
memilki sedikit persamaan mapun perbedaan. Keduanya sama-sama berpendapat 
bahwa setiap warga negara atau masyarakat yang memiliki hak atas tanah negara dan 
mendapatkan pendapatan darinya mesti berkontribusi terhadap negara dengan 
membayar pajak. Abu Ubaid berpendapat bahwa subjek pajak tanah mesti pemilik 
tanah. Pendapat ini dirujuk Abu Ubaid dari perkataan Husain ketika menjelaskan 
pendapatnya terkait surat Umar bin Abdul Aziz. 
Abdul Hamid bin Abdurrahman telah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz, 
“Penduduk Sawad datang kepada kita menanyakan apakah mereka wajib membayar 
jizyah dan kewajiban kharaj digugurkan atas mereka,” Lalu Umar menulis surat 
kepada mereka, “Aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih tsabit (kuat) dari hukum 
Islam mengenai tanah yang telah dijadikan Allah sebagai Fai’. Barangsiapa yang 
memiliki tanah dan tempat tinggal, maka sewakanlah sebagaimana yang telah 
berlaku pada kharaj. Dan barangsiapa yang tidak memiliki tanah dan juga rumah, 
maka kembalilah pada asalnya”. Husain berkata, “Asal dari hadits ini bahwa 
barangsiapa yang memiliki tanah maka wajib baginya mengeluarkan kharaj. Jika dia 
bukan pemiliknya, maka kembalikanlah kepada pemiliknya yang berkewajiban 
untuk membayar kharaj-nya.”75 
 Artinya menurut Abu Ubaid yang wajib membayar pajak tanah atau kharaj 
ialah pemilik tanah bukan penyewa tanah. Pendapat Abu Ubaid tersebut jika 
dibandingkan dengan pendapat Adam Smith memiliki subtansi yang sama. Adam 
Smith menulis: 
Some landlords, instead of raising the rent, take a fine for the renewal of the lease. 
This practice is, in most cases, the expedient of a spendthrift, who, for a sum of ready 
money sells a future revenue of much greater value. It is, in most cases, therefore, 
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hurtful to the landlord; it is frequently hurtful to the tenant; and it is always hurtful 
to the community. It frequently takes from the tenant so great a part of his capital, 
and thereby diminishes so much his ability to cultivate the land, that he finds it more 
difficult to pay a small rent than it would otherwise have been to pay a great one. 
Whatever diminishes his ability to cultivate, necessarily keeps down, below what it 
would otherwise have been, the most important part of the revenue of the 
community.76 
Terjemahnya: 
Beberapa tuan tanah, alih-alih menaikkan uang sewa, mengambil denda untuk 
perpanjangan sewa. Praktik ini, dalam banyak kasus, merupakan solusi dari 
pembelanjaan, yang, dengan sejumlah uang yang siap jual, menghasilkan 
pendapatan masa depan yang nilainya jauh lebih besar. Karena itu, dalam banyak 
kasus, itu menyakitkan bagi pemiliknya; sering menyakitkan bagi penyewa; dan itu 
selalu merugikan komunitas. Seringkali penyewa mengambil bagian yang sangat 
besar dari modalnya, dan dengan demikian mengurangi kemampuannya untuk 
mengolah tanah, sehingga ia merasa lebih sulit untuk membayar sewa kecil daripada 
jika harus membayar yang besar. Apa pun yang mengurangi kemampuannya untuk 
berkultivasi, tentu saja terus turun, di bawah apa yang seharusnya, paling penting 
ini adalah bagian dari pendapatan masyarakat. 
 Adam Smith juga menolak kegiatan tuan tanah di Inggris yang biasanya 
membebankan pajak tanah kepada penyewa tanah dalam bentuk denda. Artinya Adam 
Smith memiliki pemikiran yang sama dengan Abu Ubaid bahwa penyewa tidak boleh 
dibebankan pajak dan yang membayar pajak mesti pemilik tanah. Namun, berbeda 
dengan Abu Ubaid yang tidak menjelaskan alasan dari pelarangan ini. Adam Smith 
menjelaskan bahwa penyebab larangan pembayaran pajak tanah oleh penyewa tanah 
dikarenakan dapat membebani penyewa tanah dan mengurangi modal penyewa tanah 
untuk mengolah dan menggarap lahan serta meningkatkan budidaya. 
3. Penetapan Pajak Tanah 
Baik Abu Ubaid maupun Adam Smith memiliki pandangan yang sama terkait 
penetapan pajak tanah. Keduanya berpandangan bahwa penetapan pajak tanah mesti 
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proporsional sehingga tidak merugikan petani maupun pemerintah. Abu Ubaid dan 
Adam Smith menjelaskan pandangan mereka tentang pajak tanah proporsional dengan 
cara yang amat berbeda. Abu Ubaid cenderung merujuk kepada kebijakan penguasa 
Islam terdahulu sedangkan Adam Smith lebih kepada hasil pengamatannya terkait 
masalah perpajakan. Artinya dalam menyelesaikan masalah Abu Ubaid menggunakan 
pendekatan sejarah sedangkan Adam Smith menggunakan pendekatan analitik.  
Namun di sisi lain, penjelasan Abu Ubaid terkait cara penetapan pajak yang 
proporsional lebih terperinci dan jelas dari Adam Smith. Abu Ubaid berpendapat 
bahwa penetapan pajak tanah yang proporsional harus mempertimbangkan luas lahan, 
jenis usaha, dan produktivitas tanah. Penjelasan Abu Ubaid ini terbilang lebih 
terperinci dibandingkan pendapat Adam Smith yang hanya mengatakan bahwa pajak 
yang proporsional adalah pajak tanah yang dibayarkan sesuai dengan apa yang 
dinikmati subjek pajak dari negara dan sesuai dengan pendapatannya.  
Lebih jauh jika dilihat dari segi maslahahnya maka pendapat yang 
dikemukakan Abu Ubaid maupun Adam Smith memiliki nilai kemanfaatan yang sama 
yaitu menghindari ketidakadilan pajak. Meski mereka berbeda pandangan terkait 
pengertian pajak tanah proporsional namun yang menjadi perhatian keduanya tetaplah 
sama yaitu keadilan. Abu Ubaid menggunakan luas lahan, jenis usaha, dan 
produktivitas tanah untuk menghindari ketidaksetaraan atau ketidakadilan pembayaran 
pajak. Berdasarkan kasus yang berbeda Adam Smith pun menetapkan pajak 
proporsional yaitu pajak yang sesuai dengan apa yang dinikmati subjek pajak dari 
negara dan sesuai dengan pendapatannya agar baik negara dan subjek pajak keduanya 
tidak ada yang dirugikan. Berdasarkan hal tersebut maka Adam Smith juga 




4. Penagihan Pajak Tanah  
Berbeda dengan penetapan pajak yang mana pendapat Abu Ubaid lebih 
terperinci dari Adam Smith maka dalam penagihan pajak tanah pendapat Adam Smith 
agaknya lebih terperinci dari Abu Ubaid. Abu Ubaid hanya menganjurkan penagihan 
pajak tanah sesuai dengan kebijakan Umar bin Khaththab yaitu penagihan dengan 
berlemah lembut dan tanpa pungutan liar dari petugas pajak. Sedangkan Adam Smith 
merincikan penagihan pajak ke dalam 4 asas penagihan yang disebut four maxims yaitu 
asas persamaan, kepastian, waktu yang tepat, dan biaya rendah namun pajak bernilai.  
Pada dasarnya jika dilihat secara sepintas 4 maksim yang disebutkan Adam 
Smith terkait penagihan pajak sebetulnya merupakan penjabaran atas konsep berlemah 
lembut dari Abu Ubaid. Namun, pada kenyataannya ada sedikit perbedaan antara 
konsep berlemah lembut Abu Ubaid dengan konsep 4 maksim Adam Smith. Perbedaan 
itu ialah konsep berlemah lembut milik Abu Ubaid setidaknya jika di analisis secara 
mendalam hanya relevan terhadap 2 maksim dari konsep Adam Smith. Dua maksim 
tersebut yaitu persamaan dan kepastian. Maksim persamaan dan kepastian dapat 
dikatakan selaras dengan konsep berlemah lembut Abu Ubaid karena maksim 
persamaan menghendaki tidak ada diskriminasi dan pelanggaran undang-undang 
dalam penagihan pajak sedangkan maksim kepastian menghendaki kepastian yang 
berhubungan dengan hukum dan bukan kepastian dalam arti sewenang-wenang77. Baik 
pelarangan pelanggaran undang-undang dan kesewenang-wenangan yang disebutkan 
dalam 2 maksim tersebut merupakan bentuk aplikatif dari konsep berlemah lembut Abu 
Ubaid.  Sedangkan untuk kedua maksim lainnya yaitu maksim waktu yang tepat dan 
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biaya rendah namun pajak bernilai dapat dikatakan tidak selaras dengan konsep 
berlemah lembut Abu Ubaid karena kedua maksim ini memiliki fokus pada manajemen 
penagihan pajak bukan pada etika penagihan pajak yang merupakan fokus pembahasan 
konsep berlemah lembut Abu Ubaid. Artinya maksim waktu yang tepat dan biaya 
rendah namun pajak bernilai tersebut bukan merupakan bagian ataupun bentuk 
aplikatif dari konsep berlemah lembut Abu Ubaid.  
Selain perbedaan tersebut terdapat pula persamaan pemikiran Abu Ubaid 
dengan Adam Smith tentang penagihan pajak tanah. Persamaan itu terletak pada 
larangan Abu Ubaid terkait pungutan liar atau kesewenang-wenangan para petugas 
penagih pajak. Abu Ubaid merujuk pada riwayat Ali bin Abi Thalib terkait larangan 
beliau kepada penagih pajak yang bersikap kasar ketika menagih pajak tanah. 
Dahulu aku memerintahkan suatu perkara kepadamu, dan sekarang aku datang 
kepadamu. Jika engkau melanggar perintahku, maka aku akan mencopot jabatanmu. 
Janganlah engkau menjual seekor keledai ataupun seekor sapi kepada mereka 
sebagai kharaj, dan juga pakaian musim dingin maupun pakaian musim panas, 
berlemah lembutlah kepada mereka dan lakukanlah ini kepada mereka.78 
 Ali bin Abi Thalib melarang perilaku kasar kepada subjek pajak dan melarang 
menyita barang mereka sebagai pengganti kharaj sebagaimana tertulis di atas. 
Sedangkan dalam bahasa yang lebih sederhana Adam smith menggambarkan 
penolakannya terhadap hal serupa melalui tulisannya: 
Where it is otherwise, every person subject to the tax is put more or less in the power 
of the tax-gatherer, who can either aggravate the tax upon any obnoxious 
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Di mana sebaliknya, setiap orang yang dikenakan pajak dimasukkan kurang lebih 
dalam kekuatan pemungut pajak, yang dapat memperburuk pajak atas penyumbang 
yang menjengkelkan, atau memeras, dengan teror kejengkelan semacam itu, 
beberapa hadir atau diharuskan untuk dirinya sendiri. 
 Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa antara 
pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith dalam hal penagihan pajak tanah memiliki 
kesamaan yaitu menolak adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas pemungut 
pajak misalnya memeras maupun menyita barang subjek pajak sebagai pengganti 
pembayaran pajak. 
 Jika dilihat dari nilai kemaslahatan maka konsep four maxims milik Adam 
Smith akan lebih bermanfaat karena tidak hanya memuat konsep berlemah-lembut 
milik Abu Ubaid tetapi konsep ini juga memuat beberapa alternatif penagihan pajak 
yang lebih baik dengan memperhatikan efisiensi pengumpulan pajak. Alternatif ini 
yaitu maksim waktu yang tepat dan biaya rendah namun pajak bernilai. 
Perbandingan pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith terkait pajak tanah 
jika dinilai dari empat indikator yang telah ditentukan sebelumnya yaitu objek, subjek, 
penetapan, dan penagihan pajak tanah memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. 
Tentunya perbedaan dan persamaan tersebut terjadi karena Abu Ubaid cenderung 
menggunakan pendekatan sejarah dalam pendapatnya sedangkan Adam Smith 
cenderung menggunakan kemampuan analitiknya dalam memahami masalah pajak. 







Pajak tanah Abu Ubaid Adam Smith 
Objek Pajak Tanah (Pertanian dan 
perkebunan yang menggunakan 
air dari irigasi negara, bukan 
tanah tempat tinggal kaum 
miskin, dan bukan tempat 
tinggal orang lemah) 
Tanah (Milik negara yang 
dikelola oleh masyarakat) 
Subjek Pajak Pemilik tanah (bukan penyewa 
tanah dan tidak lemah) 
Pemilik Tanah (Orang yang 
menikmati fasilitas negara, 
mendapatkan pendapatan 




Proporsional (Luas lahan, jenis 
usaha, dan produktifitas tanah) 
Proporsional (sesuai dengan 
apa yang dinikmati subjek 




Berlemah lembut (tanpa 
kekerasan fisik mapun non 
fisik, tanpa penyitaan barang 
dan tanpa pungutan liar) 
Four Maxims atau Adam 
Smith Canon’s (Persamaan, 
Kepastian, Waktu yang tepat, 
dan biaya rendah namun pajak 
bernilai) 





F. Relevansi Pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith Terhadap UU No. 12 Tahun 
1985 
Setelah mengetahui perbandingan pemikiran Abu Ubaid dengan Adam Smith 
terkait pajak tanah maka pembahasan berikutnya yaitu melihat sejauh mana konsep 
pajak tanah Abu Ubaid maupun Adam Smith telah diterapkan di Indonesia melalui 
peraturan perundang-undangannya. Kegiatan ini menjadi perlu untuk memberikan 
paradigma baru terkait perundang-undangan perpajakan tanah yang lebih baik.  
1. Objek Pajak Tanah 
 Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak dan 
dibebankan pada subjek pajak. Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 pasal 2 
dijelaskan terkait objek pajak Bumi dan Bangunan. Objek pajak sesuai pasal 2 adalah 
bumi dan/atau bangunan. Sedangkan yang dimaksud dalam pengertian bumi disini 
adalah tanah.  
 Amanah UU No. 12 Tahun 1985 tersebut dapat dikatakan tidak relevan dengan 
pendapat Abu Ubaid. Abu Ubaid berpendapat bahwa objek pajak merupakan tanah 
produktif yang dikelola. Pajak menurutnya tidak dibebankan terhadap tanah yang tidak 
digarap dan tanah untuk rumah tinggal orang miskin. Sedangkan dalam pasalnya UU 
No. 12 Tahun 1985 tidak menyebutkan pengecualian semacam ini sehingga penarikan 
pajak menurut UU No. 12 Tahun 1985 tidak pernah memandang atau 
mempertimbangkan tanah produktif atau tidak seperti pertimbangan Abu Ubaid.  
Berbeda dengan Abu Ubaid pendapat Adam Smith dapat dikatakan lebih 
relevan dengan UU No. 12 Tahun 1985 dikarenakan redaksi katanya yang 




Tahun 1985. Adam Smith secara tersirat mengatakan persetujuannya terhadap 
penarikan pajak terhadap tanah negara yang dikelola masyarakat untuk pendapatan 
negara. Adam Smith menulis: 
Public stock and public lands, therefore, the two sources of revenue which may 
peculiarly belong to the sovereign or commonwealth, being both improper and 
insufficient funds for defraying the necessary expense of any great and civilized 
state; it remains that this expense must, the greater part of it, be defrayed by taxes 
of one kind or another; the people contributing a part of their own private revenue, 
in order to make up a public revenue to the sovereign or commonwealth.80 
Terjemahnya  
Oleh karena itu, stok publik dan tanah publik, dua sumber pendapatan yang mungkin 
secara khusus dimiliki oleh kedaulatan atau persemakmuran, merupakan dana yang 
tidak patut dan tidak cukup untuk membiayai pengeluaran yang diperlukan dari 
negara besar dan beradab manapun; tetap bahwa pengeluaran ini harus, sebagian 
besar darinya, dibiayai dengan pajak dari satu jenis atau lainnya; orang-orang 
menyumbangkan sebagian dari pendapatan pribadi mereka sendiri, untuk membuat 
pendapatan publik kepada kedaulatan atau persemakmuran. 
Persetujuan Adam Smith terhadap penarikan pajak terhadap tanah negara yang 
dikelola atau dimiliki masyarakat secara tidak lansung menggambarkan bahwa Adam 
Smith setuju bahwa tanah negara yang dimiliki warga negara harus dibebani pajak. 
Tentu pendapat ini jauh lebih relevan terhadap UU No. 12 1985 pasal 2 yang 
menyatakan bahwa objek pajak adalah bumi (tanah) yang juga memiliki subtansi yang 
sama dengan pendapat Adam Smith yang menyatakan “tanah publik” pada kutipan di 
atas. 
2. Subjek Pajak Tanah 
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 pasal 4 ayat 1 yang menjadi subjek pajak 
adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau 
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memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh 
manfaat atas bangunan81. Artinya subjek pajak atau orang yang membayar pajak 
menurut UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 
orang yang memiliki hak atau kepemilikan atas bumi (tanah) dan atau bangunan. Lebih 
lanjut orang yang memilik hak kepemilikan atas bumi tersebut diterangkan telah 
mendapatkan manfaat dari bumi dan atau bangunan yang di milikinya.  
Jika dibandingkan dengan pendapat Abu Ubaid maupun Adam Smith tentang 
subjek pajak tanah maka apa yang telah di amanahkan UU No. 12 Tahun 1985 tersebut 
telah relevan dengan pemikiran Adam Smith maupun Abu Ubaid. Pernyataan tersebut 
karena Abu Ubaid sendiri secara jelas mengemukakan bahwa subjek pajak tanah 
merupakan pemilik tanah. Abu Ubaid merujuk perkataan Huasin yang mengatakan: 
Husain berkata, “Asal dari hadits ini bahwa barangsiapa yang memiliki tanah maka 
wajib baginya mengeluarkan kharaj. Jika dia bukan pemiliknya, maka 
kembalikanlah kepada pemiliknya yang berkewajiban untuk membayar kharaj-
nya.”82 
 Sedangkan meski tidak secara jelas mengemukakan subjek pajak tanah 
merupakan pemilik tanah. Pendapat Adam Smith mengenai subjek pajak tanah yaitu 
pemilik tanah tergambar dari penolakan Adam Smith terhadap praktik pembebanan 
denda oleh tuan tanah di Inggris kepada pengelola tanah untuk menutupi pajak. Artinya 
Adam Smith menolak jika pengelola tanah yang membayar pajak tanah dalam bentuk 
denda dan bukannya pemilik tanah. 
Some landlords, instead of raising the rent, take a fine for the renewal of the lease. 
This practice is, in most cases, the expedient of a spendthrift, who, for a sum of ready 
money sells a future revenue of much greater value. It is, in most cases, therefore, 
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hurtful to the landlord; it is frequently hurtful to the tenant; and it is always hurtful 
to the community.83 
Terjemahnya: 
Beberapa tuan tanah, alih-alih menaikkan uang sewa, mengambil denda untuk 
perpanjangan sewa. Praktik ini, dalam banyak kasus, merupakan solusi dari 
pembelanjaan, yang, dengan sejumlah uang yang siap jual, menghasilkan 
pendapatan masa depan yang nilainya jauh lebih besar. Karena itu, dalam banyak 
kasus, itu menyakitkan bagi pemiliknya; sering menyakitkan bagi penyewa; dan itu 
selalu merugikan komunitas. 
Menurut Adam Smith pembebanan pajak tanah kepada pengelola tanah 
bukannya pemilik tanah akan menyebabkan penurunan produktivitas pengelola tanah 
sehingga pada akhirnya akan merugikan komunitas atau masyarakat. Jadi secara tidak 
langsung Adam Smith mengatakan bahwa yang seharusnya membayar pajak tanah 
adalah pemilik tanah tersebut bukan pengelola atau penyewa tanah. 
3. Penetapan Pajak Tanah 
Penetapan pajak tanah sebagaimana yang di amanahkan dalam UU No. 12 
Tahun 1985 yaitu berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penetapan NJOP sendiri 
menggunakan tiga jenis pendekatan dalam perhitungannya. Pertama, pendekatan data 
dasar yaitu pendekatan untuk menetukan NJOP tanah dengan cara menilai harga tanah 
tersebut melalui luas tanah dan harga jualnya. Kedua, pendekatan biaya yaitu 
pendekatan untuk menentukan NJOP bangunan dengan menilai biaya pendirian 
bangunan tersebut. Ketiga, pendekatan kapitalisasi pendapatan yaitu penentuan NJOP 
dengan melihat pendapatan atau keuntungan objek pajak. Metode Pendekatan 
kapitalisasi pendapatan dilakukan dengan cara menghitung atau memproyeksikan 
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seluruh pendapatan sewa/penjualan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai 
dikurangi dengan kekosongan, biaya operasi dan/atau hak pengusaha84. 
Jika direlevansikan dengan pendapat Abu Ubaid maupun Adam Smith maka 
terdapat dua poin penting yang dapat dipahami. Pertama, menurut Abu Ubaid pajak 
tanah mesti ditetapkan berdasarkan luas lahan, jenis usaha, dan produktifitas tanah. 
Pendapat yang dikemukakan Abu Ubaid tersebut telah sesuai dengan amanah dari UU 
No. 12 Tahun 1985 dikarenakan baik Abu Ubaid maupun UU No. 12 Tahun 1985 
keduanya menggunakan luas tanah sebagai indikator penilaian. Selanjutnya jenis usaha 
dan produktivitas yang dimaksud Abu Ubaid telah diamanahkan UU No. 12 Tahun 
1985 melalui pendekatan kapitalisasi pendapatan yang memperhatikan tingkat 
produktivitas dan jenis usaha objek pajak. Kedua, menurut Adam Smith penetapan 
pajak tanah mesti memperhatikan sesuai dengan apa yang dinikmati subjek pajak dari 
negara dan sesuai dengan pendapatannya. Hampir sama dengan Abu Ubaid, pendapat 
Adam Smith jika diamati secara mendalam telah diamanhkan pula oleh UU No. 12 
Tahun 1985 yang mana luas tanah, nilai jual, dan biaya pembangunan dalam UU No. 
12 Tahun 1985 termasuk ke dalam apa yang dinikmati subjek pajak dari negara versi 
Adam Smith. Sedangkan pendapatan atau produktivitas sama-sama disebutkan oleh 
UU No. 12 Tahun 1985 dan Adam Smith sebagai salah-satu indikator penilaian 
penetapan pajak tanah. 
4. Penagihan Pajak Tanah  
Ketentuan UU No. 12 Tahun 1985 tentang penagihan pajak menyatakan bahwa 
pajak terutang berdasarkan SPPT harus dibayarkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah 
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SPPT tersebut dikeluarkan. Sedangkan untuk penerima SKP harus dibayarkan 
selambat-lambatnya 1 bulan setelah SKP tersebut dikeluarkan. Pajak terutang yang 
pada saat jatuh tempo dan masih belum dibayar atau kurang dibayar akan diberikan 
denda administrasi sebesar 2% perbulan dengan batas tunggakan 24 bulan sejak jatuh 
tempo. Sedangkan denda administrasi 2% perbulan yang dimaksud harus dibayar 
bersama tunggakan pajak atau kurang pajak ketika dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak 
(STP). Denda administrasi 2% perbulan bersama tunggakan pajak atau kurang pajak 
STP ini mesti dibayar selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal dikeluarkannya STP. 
Apabila STP masih tidak dilaksanakan wajib pajak maka akan dikeluarkan Surat Paksa 
untuk menagih pajak dan surat penyitaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 135 
Tahun 2000. Pajak yang terutang dibayar di Bank, Kantor pos, dan Giro atau tempat 
lainnya yang telah ditetapkan85.  
Prosedur penagihan pajak UU No. 12 Tahun 1985 tersebut dapat dikatakan 
sangat kontradiktif dengan pendapat Abu Ubaid maupun Adam Smith. Abu Ubaid 
menghendaki penagihan pajak tanpa adanya penyitaan barang subjek pajak sebagai 
pengganti pembayaran pajak sebagaimana UU No. 12 Tahun 1985. Abu Ubaid merujuk 
pendapat Ali bin Abu Thalib ketika berbicara terhadap seorang pemuda yang bertugas 
menagih pajak. 
Dahulu aku memerintahkan suatu perkara kepadamu, dan sekarang aku datang 
kepadamu. Jika engkau melanggar perintahku, maka aku akan mencopot jabatanmu. 
Janganlah engkau menjual seekor keledai ataupun seekor sapi kepada mereka 
sebagai kharaj, dan juga pakaian musim dingin maupun pakaian musim panas, 
berlemah lembutlah kepada mereka dan lakukanlah ini kepada mereka.86 
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Melalui riwayat tersebut Ali bin Abu Thalib melarang penyitaan keledai 
maupun pakaian sebagai pengganti pajak tanah. Artinya Ali bin Abu Thalib melarang 
penyitaan barang sebagai pengganti pajak. Tentu sangat kontradiktif dengan UU No. 
12 Tahun 1985 yang memperbolehkan pemaksaan dan penyitaan. Sedangkan meski 
tidak membahas terkait masalah penyitaan pendapat Adam Smith dapat dikatakan 
relevan dengan UU No. 12 Tahun 1985. Jika dilihat maka SPPT (Surat Pemberitahuan 
Pajak Terutang) yang diterangkan UU No. 12 Tahun 1985 memenuhi 4 maksim 
penagihan pajak menurut Adam Smith. Maksim persamaan misalnya yang relevan 
dikarenakan dengan adanya SPPT maka setiap subjek pajak mendapat persamaan dan 
tanpa diskrimnasi penagihan pajak. Selain itu SPPT juga memuat jumlah pasti pajak 
terutang dan waktu tenggat pembayaran sehingga memenuhi maksim kepastian dan 
maksim waktu yang tepat. Terakhir maksim biaya rendah namun pajak bernilai juga 
terpenuhi melalui SPPT dikarenakan  SPPT memungkinkan subjek pajak dengan 
sendirinya akan datang menemui petugas pajak dan membayar pajaknya sehingga 
pengumpulan pajak bagi pemerintah akan minim biaya dan lebih bernilai. 
Jika digambarkan maka relevansi pemikiran Abu Ubaid dan Adam Smith 








Pajak Tanah Abu Ubaid UU No. 12 
Tahun 1985 
Keterangan 
Objek Pajak Tanah (Pertanian 
dan perkebunan 
yang menggunakan 
air dari irigasi 
negara, bukan tanah 
tempat tinggal kaum 
miskin, dan bukan 
tempat tinggal orang 
lemah) 
Bumi (tanah) dan 
bangunan 
Tidak Relevan 
Subjek Pajak Pemilik tanah 
(bukan penyewa 
tanah dan tidak 
lemah) 





bumi dan atau 
bangunan (Pasal 4 
ayat 1) 
Relevan 
Penetapan Pajak Proporsional (Luas 
lahan, jenis usaha, 
dan produktifitas 
tanah) 









Penagihan Pajak Berlemah lembut 
(tanpa kekerasan 
fisik mapun non 
fisik, tanpa 
penyitaan barang 
dan tanpa pungutan 
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SPPT, mengenal 




















Pajak Tanah Adam Smith UU No. 12 Tahun 
1985 
Keterangan 




Bumi (tanah) dan 
bangunan 
Relevan 
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Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Abu 
Ubaid dan Adam Smith terkait pajak tanah memiliki persamaan dan perbedaan yang 
sebanding. Melalui empat indikator penelitian yaitu objek pajak, subjek pajak, cara 
penetapan pajak, dan cara pengumpulan pajak pemikiran keduanya setidaknya sama 
dalam dua indikator (objek pajak dan cara penetapan pajak) dan berbeda dalam dua 
indikator lainnya (subjek dan cara penagihan pajak). Baik Abu Ubaid mapun Adam 
Smith keduanya berpendapat bahwa subjek pajak merupakan pemilik tanah yang 
mendapat pendapatan dan cara penetapan pajak mesti proporsional atau sebanding 
dengan pendapatan subjek pajak. Perbedaan pemikiran keduanya terletak pada subjek 
pajak yang mana Adam Smiith hanya mengatakan subjek pajak adalah pemilik tanah 
sedangkan Abu Ubaid menspesifikkan bahwa subjek pajak merupakan pemilik tanah, 
bukan orang lemah atau miskin. Selain itu pemikiran keduanya berbeda di cara 
penagihan pajak yang mana Abu Ubaid hanya mengatakan penagihan pajak mesti 
lemah lembut dan tanpa penyitaan barang sebagai pengganti pajak sedang Adam Smith 
lebih spesifik terkait penagihan pajak dengan menyusun 4 maksim penagihan pajak 
(persamaan, kepastian, waktu yang tepat, dan pajak minim biaya namun bernilai). 
Jika di relevansikan dengan UU No. 12 Tahun 1985 maka pendapat Abu Ubaid 
kontradiktif setidaknya terhadap dua indikator penelitian yaitu subjek pajak dan 




yang bukan orang lemah atau miskin. Pengecualian semacam ini tidak ada dalam UU 
No. 12 Tahun 1985. Sedangkan untuk cara penagihan Abu Ubaid melarang terkait 
penyitaan namun dalam UU No. 12 Tahun 1985 dikenal Surat Paksa Penagihan Pajak 
(SPPT) yang dapat berujung pada penyitaan. Berbeda dengan Abu Ubaid yang 
memiliki kontradiksi terhadap UU No. 12 Tahun 1985 maka pendapat Adam Smith 
sama sekali tidak memilik kontradiktif semacam itu. Berdasarkan empat indikator 
penelitian semuanya selaras dengan UU No. 12 Tahun 1985 yaitu objek pajak 
merupakan tanah negara yang dimiliki masyarakat, subjek pajak merupakan pemilik 
tanah, cara penetapan pajak sebanding dengan pendapatan, dan cara penagihan pajak 
berdasarkan 4 maksim semuanya terpenuhi melalui SPPT. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat direkomendasikan bahwa kebijakan 
atau regulasi terkait pajak mesti diperhatikan sebaik-baiknya. Regulasi atau dalam hal 
ini UU No. 12 Tahun 1985 mesti di amandemen dikarenakan tidak relevan dengan 
konsep keadilan. Berdasarkan UU No 12 Tahun 1985 telah tepat bahwa tanah negara 
yang dimiliki masyarakat merupakan objek pajak tanah. Namun, terkait subjek pajak 
mesti diubah dengan aplikasi pendapat Abu Ubaid yang mana subjek pajak merupakan 
pemilik tanah yang bukan orang miskin atau lemah. Tentu keterangan ini akan lebih 
adil kepada masyarakat miskin. Selain itu, cara penetapan pajak sendiri mesti 
memperhatikan banyak hal seperti nilai jual objek pajak dan produktifitasnya sesuai 
pendapat Abu Ubaid. Sedangkan untuk cara penagihan pajak ada baiknya amandemen 
UU No 12 Tahun 1985 memakai 4 maksim pengumpulan pajak Adam Smith ditambah 




amandemen sesuai keterangan di atas maka UU No. 12 Tahun 1985 akan menjadi 
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Gambar 1 & 2: An 
Inquiry into the 
Nature and Causes of 
the Wealth of Nations 
edisi elektronik yang 
diterbitakan English 



















Gambar 3 : Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid yang diterjemahkan oleh Setiawan Budi 
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Harapan atau keinginan saya di masa yang akan datang yaitu bisa menjadi salah-satu 
penulis terbaik Indonesia seperti Pramoedya Ananta Toer atau Andrea Hirata sekaligus 
tetap menjadi pelaku atau bagian dari dakwah Ekonomi Islam. Jika ada yang ingin 
memberikan kritik maupun sarannya terkait skripsi ini silahkan kirim pesan/kritik anda 
ke email danisirang1996@gmail.com. Pesan saya, “Jangan pernah berhenti untuk 
bermimpi!” Mesa kada diputuo, pantang kada dipumate! 
 
 
